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Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pendaftaran Jual Beli 
(Analisis Kasus Akta Jual Beli Nornor 
499/13/Cipondoh!JB/1987) 

Jual beli adalab salab satu perbuatan hukum yang paling banyak dilakukan oleh 
masyarakat Pendaftaranjual beli penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk 
memperkuat dan memperluas pembuktian. Memperkuat pembuktian karena 
dengan dicatalnya jual beli pada sertipika~ pembeli dapat dengan mudab 
membuktikan diri sebagai pemegang hak atas tanab. Memperluas pembuktian 
karena dengan dicatalnya jual beli pada buku tanab, masyarakat umum akan 
mengetahui peristiwa jual beli tersebut Pentingnya pendaftaran jual beli membuat 
PPAT sebagai pejabat yang diangkat oleh negara untuk membantu proses 
pendaftaran jual beli, harus melakukan tugasnya dengan teliti dan hati-hati. PPAT 
wajib memastikan jual beli yang dibuktikan dengan aktanya sampai dengan 
pendaftaran jua] beli tersebut telab memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. 
Kelalaian PP AT dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut dapat menyebabkan 
jual be!i tidak dapat didaftarkan· dan akhimya membuka kesempatan kepada 
penjual tmtuk menga!ibkan lagi objek jual beli kepada pihak lain sehingga 
pembeli kehilangan haknya. Atas kelalaiannya yang telab mengakibatkan 
kerugian tersebut, PPAT dapat dikenakan sauksi administratif, sankai perdata 
ataupun sankai pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data-data 
dianalisis dan dipresentasikan secara kualitatif. 

Kata kunci 'jual bell, pendaftaran, PPAT. 

vii 

Akibat Hukum..., Elina Kartini, FH UI, 2009



Nama 
Program Studi : 
Judu1 

ABSTRACT 

Elina Kartini 
Master ofNotariat Programme 
Legal Consequences of Unregistered Sale and Purchase 
Transaction (Case Analysis of Sale and Purchase Deed 
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Sale and purchase transaction is a legal act which is done by most people. 
Registration of sale and purchase transaction is important becfiUSe it is intended to 
strengthen buyer with strong and large proof of evidence. Strengthen buyer with 
strong proof of evidence means by recording sale and purchase transaction in 
certificate. buyer may easily prove himself as legal owner of the land. Strengthen 
buyer with large proof of evidence means by recording sale and purchase 
transaction in the Land Office; public will acknowledge such sale and purchase 
transaction. The importance of sale and purchase registration requires Land Deed 
Official. as the official appointed by the State to assist the registration process of 
sale and purchase transaction. to do his tasks thoroughly and carefully. Land Deed 
Official must ensure the sale and purchase transaction proven by his deed and the 
regislration of such sale and purchase transaction has met the applicable 
provisions of law. Land Deed Official negligence in perfonning his duties may 
cause the sale and purchase transaction unable to be registered and eventually may 
open opportunity to the vendor to re~sale the land to other party, causing buyer 
1osing his ownership on land. For the negligence that has caused the losses, Land 
Deed Official may subject to administrative sanctions, civil sanctions or criminal 
sanctions. Thi~ research is a normative legal research. The data are analyzed and 
presented in qualitatively. 

Key words : sale and purchase, registration, Land Deed Official 
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1.1. Latar Belakang 

BAB1 

PENDAHULUAN 

Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat 

berpengaruh dalam pembentakan kepribadian bangsa. Perumahan dan pemukiman 

tidak dapat hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih dari itu 

merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan talanan hidup untuk 

masyarakal dan dirinya dalam menampakkan jati diri. 1 

Pada kola besar seperti Jakarta dan sekitamya, kebutuhan masyarakat akan 

hunian, baik untuk tempat tinggal maupun untuk investasi tidak pemah bcrhenti. 

Bila pada kola Jakerta yang lahamya semakin sempit, perusahaan pengembang 

gial membangun condominium, maka di kota-kota sekitar Jakarta seperti 

Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi, perusahaan pengembang dengan giat 

membangun perumahan dengan fasilitas yang lengkap dan mulakhir. 

Banyak pihak mengkbawatirkan bahwa pennintaan masyarakal alas 

perumahan akan menurun pada lahun 2008 sebab krisis fmansial global Ielah 

mengakibatkan inflasi dan suku bUnga meningkat. Kekhawaliran ini tidak pernah 

le!jadi, bahkan sepanjang tahun 2008 pennintaan masyarakat akan perumahan 

terus meningkat. Tingginya permintaan ini tidak lepas dari dukungan Bank yang 

memberikan kredit.2 

1 Arie Sukanti Hutagalung, Condominium Dan J'ermosalahannya, Cet. 3, (Jakarta: Badan 
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. L 

2 Menurut harlan Kompas. sebagian besar pembelian ruma:h dilakukan dengan K.redit 
Pemilikan Rumah. Perinciannya adalah sebanyak 75,4% pembelian rum.ah dilalrukan dengan 
Kredit Pemilikan Rumah, 17,1% dengan tunai bertahap dan 6,5% dengan tunai keras. Bank 
Tabuugan Negara yang fokus membiayai kredit properti kclianjiran permintaan. Kredit perumahan 
baru yang disalurkan Bank Tabungan Negara selama periode Januari-Juni 2008 mencapai 
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Pada tahun 2009 ini tingkat suku bunga Kredit Pemilikan Rumah tinggi, 

namun pelaku dan pengama1 bisnis properti yakin bisnis properti masih tetap 

tumbuh. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (DPP RBI) 

Teguh Satria optimis prospek bisnis perumahan masih baik pada tahun 2009. 

Menurutnya hal ini karena jumlah penduduk torus bertambah sehingga kebutuhan 

rumah juga akan terus meningkat. 3 Bahkan pemerintah, Bank Indonesia dan 

kalangan perbankan pada urnumnya merasa yakin bahwa meskipun laju inflasi 

tahun 2008 cukup tinggi, yakni sekitar 12% akibat kenaikan harga komoditas 

pangan internasional dan penyesuaian harga bahan bakar minyak di pasar 

domestik, pada tahun 2009 ini, laju inf!asi akan kembali IUil1n menjadi 6%- 6,5%. 

Bukan hal yang mustahil, bisnis properti yang terus bergairah sejak tahun 2002 

akan mencapai puncak pada tahun 2010-2011.4 

Menurut Direktur Summarecon SeipOng, Sharif Benjamin, masyarakat 

Indonesia cenderung membeli properti untuk investasi ketimbang bermain di 

pasar saharn dan pasar uang yang saat ini kurang menguntungkan. Hal ini 

disebabkan karen a biasanya harga properti akan meningkat tajarn sarnpai l 00% 

dalarn waktu beberapa tahun. Sebagai contoh sebuah apartemen di Summarecon 

Kelapa Gading yang semula ditawarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- dalam 

beberapa tabun terjual dengan harga sebesar Rp. 8.000.000.000,- 5 

Pemerintah telah memprodiksi sejak awal bahwa seiring berjalannya waktu, 

pertumbuhan perumahan di Indonesia akan meningkat. Karena itu untuk memberi 

kepastian hukum di bidang pertanahan, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-

Rp. 4,52 b:iliun, meningkat 79% dibandingkan dengan periode yang sarna pada lahun 2007 yang 
hanya seldtar Rp. 2,37 triliun. 
M. Fajar Marta, "Waspadai Kredit Macet Properti," http://WW"W.kompas.com/read!xml/ 
2008f09/ISI08593983fwaspadai.kredit11l!!cet.pmpmi. 18 September 200!t 

3 Yohan Rubiantoro, etal, "Prospek Properti 2009 Betum Ter!a!u Cerah," 
<http://www.kompas.comreadhtmlf2009101109/12112489fprospek.properti.2009. 
belurn.t§r!aiu.cerah>, 9 Januari 2009. 

4 Panangian Simanungkalit, ":Sisnis Preperti Sudah Kebal Krisis," <http://www.komp.as.com/ 
r!<i!dlxml/2008/10/23/103731.52/bisni§.prooerti.sudah.kc.Q.al,krisis>, 23 Oktober 2008. 

'XVD, "Meski Melambat, Properti Nasional Tumbuh." <http://www.kompas.comlreadixmJI 
20081111 9SI2028l9l 0/meski.melamhatproperti.nasionaLtumbuh>, 5 Nopentber 2008. 
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Undang Nomor 5 Tahun 1960) pasal 19, pemerintah memerintahkan 

diselenggarakannya pendaftaran tanah. Ketentuan mengenai pendaftaran tanah 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut kemudion diloksanokon 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaflaran Tanah 

(selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961) yang berloku 

untuk 27 tahun dan kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah 

Nomor24 Tahun 1997) yang berloku efektifsejok 8 Oktober 1997.6 

Peloksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah pertama 

kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah pertama kali 

(initial registration)' adalah kegiatan pendaftaran yang dilokukan terhadap objek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nom or 10 

Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sedangkan 

peme1iharaan data pendaftaran tanah (maintenance)' adalah kegiatan pendaftaran 

tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam buku tanah di Kantor 

Pertanahan dan sertipikat, yang antara lain disebahkan karena dialihkannya atau 

dibebankannya suatu hok atas tanah. 

Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan 

diloksanokan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan dibantu oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (solanjutnya disebut PPAT) dan pejabat lain yang 

ditugaskan untuk meloksanokan kegiatan-kegiatan tertentu dalam pendaftaran 

tanah.9 PPAT mernbantu Kepala Kantor Pertanahan khususnya dalam kegiatan 

pemeliharaan data pendaftaran tanah dengan membuat okta-okta peralihan dan 

pembebenan hok serta melokukan pendaftaran peralihan dan pembebanan hok 

6 Arie Sukanti Hutagalung (a), Tebaran Pemikira!J Sepular Masalah Hukum Tanali, (Jakarta : 
Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005). hai.Sl. 

7 Ibid .• hal.83. 

a Ibid. 

9 Pejabat luin yang dimaksud misalnya Pejabat Pembuat Akta Tanah Semen1ara, pernbuatan 
Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Ak:ta Ikrar Wakaf, pembuaran Sural Kuasa Membebankan 
Hak Tanggungan oleb Notaris, pembuatan rusalah Lelang oleh Pejabat Lelang dan ajudikasi dalam 
pendaftaran tanah scearn sistematik oleh Paniria AjudikasL 
Indonesia (a), Perattmm Pemerinf(lh Tenlang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 Tahun 1997, 
LN. ~o. 59 Tahun 1997, TLN, No. 3696, ps. 5 jo ps. 6 ayat (2). 
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tersebut ke Kantor Pertanahan. Dalam kegiatan peralihan hak yang dis.ebabkan 

karena jual beli, Akta Jual Beli yang dibuat PPAT adalah syarat mutlak dan 

rnerupakan dasar pendaftaran jual beli. Tanpa akta ini, Kantor Pertanahan akan 

menolak pennohonan pendaftaran yang diajukan. 

Pentingnya fungsi i\kta Jual Beli tersebut, mernbuat akta hams dibuat 

sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan da.sar yang kuat untuk pendaftaran 

pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan. Dalam pembuatannya, 

PPAT bertanggungjawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan 

hukum yang bersangkutan sebab pendaftaran Jual Beli yang tidak memenuhi 

syarat-syarat sahnya perhuatan hukum akan ditolak oleh Kantor Pertanahan. 

Pemeriksaan tidak eukup hanya pada identitas para pihak, tetapi juga meliputi 

syarat-syarnt tertentu lainnya yang berkaitan dengan subjek dan objek jual beli. 

Dalam hal penjualan yang dilakukau oleh perusahaan pernbangunan perumahan 

(selanjutnya disebut Perusahaan Pengerahang), maka PPAT barns mengetabui 

bahwa Perusahaan Pengembang terikat dengan ketentuan Peraturan Menteri 

Dalarn Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai 

Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keper1uan Perusahaan, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Pemberian 

Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan dan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang 

mengatur bahwa Perusahaan Pengembang tidak boleh menjual taneh tanpa 

bangunan. Pada prakteknya, dalarn hal objek jual beli adalah tanah kosong, maka 

Perusahaan Pengembang dan pembeli terlebih dehulu membuat perjanjian 

pengikatan jual beli, baik yang dibuat dalam bentuk dibawah Iangan maupun 

dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris. Perjanjian ini pada 

dasamya memuat kesepakatan antara Perusahaan Pengembang dan pembeli 

bahwa setetab syarat-syarat untuk penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan 

PPAT terpenuhi, antara lain misalnya seteiah diatas tanah didirikan bangunan, 

maka Perusahaan Pengernbang dan pembeli akan menandatangani Akta Jual Beli 

dihadapan PP AT. 

Sebagaimana telah disebutkan diatas, selain membuat akta jual beli, PPAT 

juga mernpWlyai tugas mendaftarkan jual beli tersebut dengan menyerahkan 
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sertipikat berikut dokumen~dokumen pendukung Iainnya ke Kantor Pertanahan10. 

Pada prinsipnya., saal penandatanganan Akla Jual Beii di kantor PPAT. perbuatan 

hukum mengenai pemindahan hak tersebut barn diketahui oleh para pihak dan 

PPAT bersangkutan saja karena administrasi PPAT bersifat tertutup untuk umum. 

Oleh karenanya jual heli harus didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk dicatat 

pada buku tanah dan sertipikat hak yang bersangkutan agar pembeli memperoleh 

sural bukti yang lebih kuat dan lebih luas daya pembuktiannya. Pencatatan 

pemindahan hak pada sertipikat membuat pemegang hak yang baru memperoleh 

sural tanda bukti yang kuat. 11 Pencatatan pemindahan hak pada buku tanah 

mengakibatkan perbuatan hakum pemindahan hak tersebut tidak hanya diketahui 

oleh para pihak tetapi juga oleh masyarakat umum karena administ:rasi 

pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan mempunyai sifat terbuka untuk: umum.1z 

Begitu pentingnya fungsi PPAT dalam pendaftaran jual beli sehingga apabila 

tidak dilakukan, pembeli tidak dapat mernperoleh sertipikat dan karenanya tidak 

dapat membuktikan bahwa ia pemegang hak yang sah. Di sisi lain, masyarakat 

umum juga tidak akan mengetahui bahwa jual beli telah tO!jadi dan kepemilikan 

objek jual beli telah beralih. Akibatnya penjual dapat dengan bebas menjual 

kembali objek jual beli kepada pihak lain, sebagaimana tetjadi pada kasus yang 

akan dibahas pada penelitian inL 

Pada awal tahun 1987, Nyonya X membeli sehidang tanah Hak Guna 

Bangnuan dari sebuah perusahaan pengembang bernarna PT. A. Jual beli berupa 

tanah kosong, seluas 285 M2 yang merupakan sebagian dari bidang tanah seluas 

19.970 M2, Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 15/Desa Kunciran, terletak di 

10 Mcnurut Peraturnn Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pasal 22 ayat (3), pendaftanm juat 
beli dapat dilakukan oleh PPAT dengan segera setelah p<:nandatanganan Akta Jual Beli atau dapat 
pula dilakukan oleh yang berkepentingan. Sedang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 pasal 40 ayat (1}, pendatlaranjual beli Wiljib dilakukan oleh PPAT dalam waktu 7 (tujuh) 
bari setelah penandatanga.nan akta. 

11 Sertipikat sebagai alat bukti yang kuat berarti bahwa selama belum dapat dibuktikan 
sebaliknya, data fisik dan data yurldis yang dicantum:kan dalam sertipikat harus diterima sebagai 
data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari·hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, 
sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang 
betsangkutan. 
Indonesia (a), op.cit,, panjelasan umum. 

11 Bocdi Ha:csono, Hukum Agraria Indonesia Sejara/1 Pembentuknn Undang~Undattg Pokok 
Agraria, lsi Dan Pelaksanaannya, Ed.rev, CetlO, {Jakarta; Djambatan, 2005}, hal. 331, 
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Kabupaten Tangerang (saat ini Kotamadya Tangerang) tersebut dilakukan 

dihadapan seorang PPAT di Kotip Tangerang. Jual beli tersebut tidak pernah 

terdaftar di Kantor Pertanahan setempat sehingga sampai saat ini Nyonya X tidak 

pemah menerirna buk:ti kepemilikan berupa sertlpikat hak atas tanah. Selain itu 

masyarakat wnum juga tidak pemah mengetahui bahwa terhadap sebagian tanah 

tersebut pernah dilakukanjual beli kepada Nyonya X. 

Pada tahun 2005, PT. A menjual kembali tanah Sertipikat Hak Guna 

Bangunan Nomor 15/Desa Kunciran seluas 19.970 M2 tersebut secara utuh 

kepada PT. C dihadapan PPAT yang berbeda. Pada tahun 2006, Hak Guna 

Banganan Nomor 15/Desa Kunciran tersebut hapus karena jangka waktunya te!ah 

berakhir dan tidak pemah dimintakan perpanjangan jangka waktu. Tak lama 

kemudian, Hak Guna Bangunan tersebut dimohonkan kembali oleh PT. C dan alas 

permohonan tersebut dikeluarkan sertipikat Hak Guna Bangunan baru atas nama 

PT. C. Saat ini oleh PT.C, Hak Guna Bangunan tersebut telah dijaminkan dan 

dibebani dengan Hak Tanggungan pada suatu Bank. 

1.2. Perumusau Masalah 

Berdasarkan uraian Jatar belakang permasa!ahan diatas, beberapa permasalahan 

yang menjadi kajian dalarn penelitian ini adalah : 

L Bagaimana tanggung jawab PPAT dalarn jual beli yang teljadi dalarn 

kasus Nyonya X? 

2. Bagaimana kedudukan dan hak-hak Nyonya X terhadap tanahoya ditinjau 

dari segi hokum tanah? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan pokok penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab PPAT dalarn jual 

beli yang terjadi dalam kasus Nyonya X. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudnkan dan hak-hak Nyonya X 

terhadap tanahoya ditinjau dari segi hnkurn tanah. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujua.n untuk memberikan wacana kepada masyarakat 

mengenai pentingnya suatu kegiatan pendaftaran tanah. Selain itu, penelitian ini 

juga diharapkan dapat dapat memberikan waca.na kepada calon PPAT mengenai 

pentingnya seorang PPAT senantiasa bertindak sesuai peraturan, bersikap teliti 

dan berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sebab pelanggaran ataupun 

kelalaian yang dilakukan oleh PPAT dapat merugikan masyarakat pengguna jasa 

PPAT. 

1.5. Metode Penelitlan 

Penelitian ini dilaku:kan dengan menggunakan metode penelitian hukum 

norrrn~tif. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen dan 

wawancara. Studi dokumen dilaku:kan pada data sekunder yang terdiri atas : 

a. bahan hukum primer, antara lain : 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok­

Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah dan penggantinya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 

Ketentuan Pe1aksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 

!961 tentang Penunjukan Pc;iabat Yang Dimaksudkan Da1am Pasal 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah 

Serta Hak Dan Kewajibannya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan­

Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan 

Perusanaan, Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 3 TahWl 1987 

tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Alas Tanah Untuk Keperluan 

Perusahaan Pembangunan Perumahan serta pernturan-peraturan lain 

berkenaan dengan agraria khususnya mengenai pendaftaran tanah. 

peraturan-peraturan berkenaan dengan PPAT dan perusahaan pengembang. 
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b. bahan hukum sekunder. antara lain buku, artikel majalah. surat kabar, 

Akta Jual Beli Nomor 499113/Cipondoh/JB/1997 dan Surat Keterangan 

Pendaftaran Tanah Nomor 630.!-490-2009. 

c. bahan hukum tertier, antara lain kamus dan ensiklopedia. 

Data-data ini kemudian dianalisis dan dipresentasikan secara kualitatif. 

Dari sudut tujuarmya, penelitian ini adalah penelitian problem identification, 

dimana permasalahan yang ada diklasifikasi sehingga memudahkan proses analisa 

dan pengambillln kesimpulan. Dari sudut penerapannya, penelitian ini adalah 

penelitian berfokus masalah atau problem focused research, dim ana permasalahan 

diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dilihat kaitannya antara 

peraturan perundang-undangan tersebut dan praktek yang tetjadi. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Bah pertarna penelitian ini memuat Jatar helakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematik:a penuHsan. 

Bab kedua penelitian ini memuat ketentuan-ketentuan pada peraturan 

perundang-undangan yang diganakan dalarn penelitian ini serta analisis kasus. 

Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain mengenai jual beli tanah baik jual beli 

pada umumnya maupun jual bell tanah yang dilalrukan oleh Perusahaan 

Pengembang, pendaftaran tanah, tugas dan kewajiban PPAT, Hak Guna Bangunan 

serta Hak Tanggungan. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian digunakan untuk 

menganalisis kasus dalam penelitian ini. 

Bab ketiga penelitian ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan 

saran. 
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AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKUKANI'iYA 

PENDAFTARAJ'i JUAL BELl 

2.1. Perusahaan Pengembang 

9 

Perusahaan Pengembang adalah suatu perusahaan yang berusaha dalam 

bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar, 

di atas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu kesatuan Jingkungan 

pennukiman, yang dilengkapi dengun prasarana-prasarana lingkungan dan 

fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat yang menghuninya." 

Perusahaan Pengembang yang dapat memperoleh tanah adalah Perusahaan 

Pengembang yang berbentuk badan hukum yang didirikan menurut hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Apabila badan hukum tersebut 

bermodal .. ing, maka harus berbentuk suatu perusahaan campuran dengan modal 

nasional. 14 

2.l.l. Pengadaan Tanah Oleli Perusabaan Pengembang 

Perusahaan pengembang yang ingin melaksanakan pembangunan 

perumahan wajib melaksanakan pengadaan tanah. Sebelum menentukan cara 

memperoleh tanah untuk keperluan perumahan, perusahaan pengernbang 

terlebih dahulu perlu memperhatikan mengenai : 

l. proyeknya. 

Proyek adalah apa yang direneanakan untuk dibangun oleh Perusahaan 

Pengembang yang bersangkutan. " 

2. lokasinya. 

u Kementrian Da1am Negeri, Peraturon Menteri Dalam Negerl Tentang Kelentuan-Ketentuan 
Mengenai Penyediaan. Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusa!Jaan. Pennendagri No. 5 
Tahun 1974, LN, No. 38 Tahun 1974, pasalS ayat(l). 

1 ~ Ibid., pasai 5 ayat {2). 

15 Arte Sukanti Hutagah.mg (b), Serba Aneka Masafah Tanah Dalam Kegtatan Elwnami 
(Suaiu Kumpulan Karangan). Cetl, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), bal. 
128. 
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Lokasi adalah daerah dimana proyek yang bersangkutan akan 

dibangun, dalarn hal ini perlu diketal1ui terlebih dahulu Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku di daerah yang bersangkutan. 16 

3. Tanah yang tersedia 

Perusahaan Pengembang perlu mengetahui letak, luas dan balas tanah 

di lokasl yang dipilih. Perusahaan Pengembang juga perlu meneliti data 

yuridis hak atas tanah yang menyangkut status tanah, status pemegang hak, 

hak·hak pihak ketiga yang membebaninya serta perbuatan 

hukumlperistiwa hukum yang teljadi.17 

Adapun tala eara memperoleh taneh menurut Hukum Tanah Nasional 

adalab sebagru berikut : 

1. Permohonan bak. 

Permohonan bak dan pemberian hak alas tanab dilakukan jika tanab 

yang diperlukan berstatus Tanah Negara. Hak-bak yang dapat diperoleh 

alas tanah yang dikaasai negara (hak·hak primer) ada 5 maeam: 

a. Hak Milik ; 

b. Hak Guna Usaha ; 

c. Hak Guna Bangunan ; 

d. Hak Pakru ; 

e. Hak Pengelolaan ; " 

2. Perjanjian dengan pemilik tanah. 

Perjanjian dengan pemilik tanah dapat dilakukan apabila pemilik 

tanah tidak mau melepaskan tanahnya. Perjanjian inl misalnya pe!janjian 

sewa menyewa dan BOT (Build, Operation and Transfer). BOT pada 

dasarnya merupakan pe!janjian penggunaan tanah dengan pola 

membangun gedung diatas tanah yang diperlukan dan dipergunakan 

selama jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu yang diperjanjikan 

berakhir maka tanah kembali kepada pemilik semula. Dalam sistem 

16 Ibid. 

11 Ibid,, hal. 130. 

18 Hutagalung (a), op.cit,, hat 174-175. 
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Hukum Tanah Nasional, BOT dapat diidentikkan dengan perjanjian sewa­

menyewa dalam jangka waktu panjang.1
<> 

3. Pemindahan hak. 

Pemindahan hak adalah perbuatan hukum yang memindahkan hak 

alas tanah kepada pihak lain. Pemindahan hak dilaknkan apabila : 

a. tanah yang diper!ukan berstatus tanah hak; 

b. pihak yang memerlukan tanah boleh memiliki hak yang sudah ada; 

c. pemilik bersedia menyerahkan tanah. 

Tanah-tanah bak yang dapat dipindahkan adalah : 

a. Hak Milik; 

b. Hak Guna Usaha; 

c. Hak Guna Bangunan; 

d. Hak Pakai alas Tanah Negara. 

Bentuk-bentuk pemindahan hak: 

a. Jual beli 

Jual beli yang dianut Hukum Tanah Nasional adalah jua! beli 

menurut hukum adat dimana pemindahan hak atas tanah dari penjual 

kepada pembeli terjadi serentak bersamaan dengan pembayaran dari 

pembe!i kepeda penjual. 

b. Tukar Menukar 

Hak atas tanah tertentu ditukar dengan hak atas tanah lain yang 

sejenis, misalnya Hak Milik ditukar dengan Hak Mi!ik, Hak Guna 

Bangunan ditukar dengan Hak Guna Bangunan. 

c. Hibah 

Pemindahan hak terjadi seketika dan !angsung sebagai penyisihan 

sebagian dari harta kekayaan seseorang yang diberikan secara cuma­

cuma semasa ia hidup kepada orang yang biasanya mempunyai 

hubungan kekerabatan. 

d. Hibah wasiat 

Pernindahan hak texjadi secara !angsung menurut kehendak 

terakhir dari si pemberi wasiat sesudah pemberi wasiat meninggaL 

1 ~ Hut<tgalung (b), op.cft., haJ. 134. 
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e, Pemasukanlinbreng 

Pemindahan hak secara tangsung dari pemegang saham kepada 

pers:eroan sebagai bukti pembayaran sahamnya.20 

4. Pembebasan/pe1epasan tanah. 

Pembebasan hak dalam Keputusan Prestden Nomor 55 Tahun 1993 

dikenal dengan istilah Pelepasan Hak atau Penyerahan Hak. Adapun 

pengertiannya adalah kegiatan melepaskan hubungan bukum an!ara 

pemegang bak alas tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti 

kerugian atas dasar musyawarah. 21 

Pelepasan hak yang diikuti dengan pennohonan dan pemberian bak 

atas tanah dilaknkan bila : 

a. tanah yang diperlukan berstatus tanab bak atau tanah ulayat suatu 

masyarakat hukum adat; 

b. pibak yang memerlukan tanab tidak mernenuhi syarat sebagai subyek 

pemegang hak selanjutnya atas tanah tersebut melalui 

pemindahanlperalihan bak secara langsung. 

Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960, apahila pemindahan/pera!ihan hak tersebut tetap 

dilakukan maka perbuatan pemindahan bak itu batal demi hukum dan 

tanahnya jatuh kepada negara (tanahnya menjadi Tanah Negara), 

sedangkan pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat dituntut 

kembali. 

c. pemilik bersedia menyerahkan tanahnya?2 

Pelepasan huk adalah proses awal bagi pero!ahan tanah oleh pihak 

lain yang hendak menguasai tanab untuk keper1uan pembangunan. 

Pemegang hak yang me1epaskan haknya setelah melalui proses 

musyawarab berhak mendapatkan ganti kerugian yang beroentuk uang, 

tanah pengganti, pernukiman pengganti, gabungan dari uang, tanah 

pengganti dan pemulciman pengganti, dan bentuk lain yang disetujui 

:w Hutagalung (a), op.cit .• hal. 177-178. 

21 Ibid. 

22 Ibid., hal 174~175. 
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pihak-pihak yang bersangkutan,n Pada tanah hak ulayat, ganti kerugian 

diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain 

yang bermanfaat bagi masyarakat setempat24 

Pembebasan atau pelepasan dapat dilakukan dengan penandatanganan 

Akta Pelepasan Hak (APH) dihadapan Notaris atau dengan akta dibawah 

tangan dengan disaksikan oleh Lurah dan dikuatkan/disahkan oleh Camat 

dan dihadapan Kepala Kantor Agraria setempat.25 Setelah selesai, eaton 

pemegang hak diwajibkan untuk mengajukan pennohonan hak kepada 

negara. Selanjutnya negara akan mengeluarkan Surat Ketetapan 

Permohonan Hak (SKPH). SKPH yang telah diberikan kepada Perusahaan 

Pengembang menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban 

tersebut ada dua, yang pertama berhubungan dengan pembarian hak dan 

yang kedua berhubungan dengan penguasaan tanubnya. 

Kewajiban Perusahaan Pengembang sehubungan dengan pemberian 

hak adalah sebagai berikut : 

a. membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

b. membayar uang pemasakan 

c. mendaftarkan hak yang bersangkutan di Kantor Pertanahan. 

Kewajiban Perusahaan Pengembang sehubungan dengan penguasaan 

tanahnya adalah sebagai berikut : 

a. memeiihara tanda batas 

b. menggunakan tanahnya secara optimal 

c. mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanahnya 

d. menggunakan tanahnya sesuai dengan kondisi Jingkungan hidup 

e. melakukan kewajiban yang tercantum dalarn sertipikat. 

Setelah kewajiban-kewajiban diatas terpenuhi, barulah Kantor 

Pertanahan berdasarkan Surat Ketetapan Pennohonan Hak (SKPH) 

menerbitkan sertipikat. 

21 !bid., hall78. 

14 Ibid., hal179. 

Z5 Y ose Rizal Sidi Maraj~ Aneka Konsep Surat Petjanjian. dan Kontrak, (Bandung : 
CV Pustaka Setia, 1996}, hal. 147, 
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5. Pencabutan hak. 

Pencabutan hak adalah pengarnbilan tanah kepunyaan pihak lain cleh 

pemerintah secara paksa untuk keperluan penyelenggaraan kepentingan 

umum dengan pemberian ganti rugi yang layak kepada yang mempunyai 

tanah. Pencabutan hak yang dilanjutkan dengan permohonan dan 

pemberian hak atas tanah dilakukan jika : 

a. tanah yang diperlukan berstatus tanah bak; 

b. pemilik tanah tidak bersedia melepaskan haknya; 

c. tanah tersebut diperuntukkan bagi pelakaanaan pembangunan untuk 

kepentingan wnum.26 

Pencabutan hak dilakukan pemerintah secara sepihak berdasarkan asas 

bahwa semua bak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang bernrti bahwa 

penggunaannya barus berguna bagi pemegang baknya maupun bagi 

masyarakat (kepentingan umum). 27 Hal ini tidak berarti bahwa 

kepentingan perseorangan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum 

karena kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan ha:ruslah 

saling mengimbangi, hingga pada akhimya tercapai tujuan pokok 

kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya." Oleh 

sebah itu pihak yang melakukan pencabutan tanah barus mernberi ganti 

kerugian kepada pemegang bak atas tanah. Apabila ganti rugi dirasakan 

tidak memuaskan, maka pemegang bak atas tanah dapat mengajukan 

banding ke Pengadilan Tinggi. Ganti rugi harus diberikan secara tunai dan 

dibayarkan langsung kepada yang berhak. Ganti rugi tidak hanya 

diberikan kepada pemegang bak atas tanah, tetapi juga orang-orang yang 

menggarap tanah atau menempati rumah yang bersangkutan.19 Jika tanah 

2~ Hutagalung (a). op.cit., haL 175. 

n Indonesia (b), Undang~Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pakok Agraria, UU No. S 
Tahun 1900, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043, pasa16. 

12 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum H(Jrta Kekayaan: Hak·HakAras Tarrah. 
(Jakarta : Kencana, 2004), hall7-l8. 

29 Menu.rut Profesor Arie Sukanti HutagalUDg, ganti mgi yang diberikan oleh Instansi 
Pemerintah hanya diberlkan kepada faktor fisik {faktor materiiJ) sem1ta, padahal seharusnya 
dipertimbangkan pula faktor imamateriil-nya. Untuk itu beliau mengusulk.m agar ganti rugi dalam 
rangka pengadaan tanah dibedakan arns. : 
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yang dicabut haknya tersebut temyata tidak diper&TUnakan sesuai rencana 

peruntukannya, maka pemegang hak atas tanah semula diberi prioritas 

untuk mendapatkan kernbali tanahnya. 30 

Menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 ten!ang Pengadaan Tanah 

Bagi Pelaksanaan PembangtU'l.an~ pembangunan perumahan tidak terrnasuk: 

kategori kepentingan umum. Selain itu, menurut Peraturan Menteri Dalarn 

Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengen;U 

Penyediaa:n Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan, usaha 

Perusahaan Pengembang tidak boleh diselengganm dengan menggnnakan 

tanah pihak lain. Berdasarkan peraturan-peraturan terscbut, dapat disimpulkan 

behwa Pcrusahaan Pengcmbang tidak dapat melakukan perolehan taneh 

dengan cara pencabutan hak dan peljanjian dengan pemilik tanah. 

Langkah-langkah yang dilakukan Perusahaan Pengemhang dalam 

rangka pengadaan !allah dengan pembebasan tanah adalah : 

I. Melakukan survei untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih 

diperbolehkan oleh Dinas Tata Kota berdasarl<an Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) untuk dibangun perumahan. 

2. Mengurus izin lokasi ke Dinas Tala Kota. 

3. Membehaskao tanah dengan sur at pelepasan hak, baik yang dibuat 

dibawah tangan maupun yang dibuat secara notariil dengan Akta 

Pelepasan Hak (APH) dihadapan Notaris. 

L Kornpensasi atas: faktor fisik (materiil) meliputi penggant:ian atas : 
a. Tanah hak., balk yang bcrsertipikat dnn yang belum bersertipikat; 
b. Tanah ulayat; 
c. Tanah wakaft 
d. Tanah yang dikuasai tanpa alas hale, yang dengan atau tanpa ljln pemilik tanab; 
e. Bangunan~ 
f. Tanam.an; 
g. Benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah. 

2. Kompensas:i ar.as faktor non~fisik (immateriil), yaitu penggantian atas kehilangan 
keuntungan, kenlkmatan, manfaatlkepentingan yang scbelumnya diperoleh oleh 
masyarakat yang terkena pembangtJnan sebagai akibat kegiatan pembangunan tersebut 
berupa antara lain penghasilan dan tingkat kehidUpan. tempat keija, unit usaba, lahan 
usahaldan atau sarana lingkungannya, fasilitas umum dan tempat ibadah. 

Hutagalung (a). op.cit., he\. 207 dan 21 L 

JG Ibid., hal. 184. 

Universitas Indonesia 

Akibat Hukum..., Elina Kartini, FH UI, 2009



16 

4. Mengurus rencana tapak (site plan) 

5. Mengajukan pennahonan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan 

setempat 

Apabila permohonan dikabuikan. maka Kantor Pertanahan akan 

mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) atas nama 

Perusahaan Pengembang. 

6. Mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (1MB). 

7. Memenuhl persyaralan yang tertulis dalam Sural Keputusan Pemberian 

Hak (SKPH) antara lain membayar Bea Peroleban Hak Atas Tanab dan 

Bangunan (BPHTB) dan membayar uang pemasukan ke Kantor 

Bendabara Negara. Setelab persyaratan ini dipenuhl maka Kantor 

Pertanaban akan mengeluarkan Sertipikat Induk alas nama Perusabaan 

Pengembang?1 

Selanjutnya Kantor Pertanaban Kabupaten!Kota melakukan pemeeaban 

sertipikat deri Hak Guna Bangunan induk menjadi sertipikat Hak Guna 

Bangunan untuk perbidang kavling tanab alas nama Perusabaan Pengembang 

sesuai rene ana tapak {site plan). 32 

2.1.2. lzin Lokasi 

Perlu diketahui babwa pada saat kasus yang dibabas dalam tesis ini le!jadi 

yakni tanggal 21 Pebruari 1987, ketentuan mengenai lzin Lokasi belum 

berlak:u. NamWl karena saat ini ketentuan tersehut merupakan salah satu 

ketentuan pokok yang berlakn bagi Perusabaan Pengernbang, maka penulis 

memutuskan untuk membahasnya dalam penulisan tesis ini. 

Izin lokasi dibutuhkan karena kurang tertibnya praktek pengadaan tanab 

khususnya pernbangunan perumahan sering menimbulkan kesulitan atau 

31 Sabat HM Tua Sinaga, "I..anwgan Badan Usaha Pengembang Perumahan dan Permukiman 
Menjual Tanah 'fanpa Bangunan Bexkaitan Dengan Pencatatan PeraUhan Hak Dalam Sertipikat 
Tanda Bukti Hak Atas Tanah/' (Tesis Magister Kenotarlatan Universitas Indonesia, Depok, 2006}, 
hat 42-50. 

3
::! Ibid. 
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hambatan yang membuat jalannya pembangunan perumahan menjadi 

terlantar. 33 

Izln Lokasi mempunyai fungsi sebagai alat pengendali penggunaan tanah 

melalui mekanisme pengaturan dan penataan fisik kota melalui Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW). 34 Adanya lzin Lokasi membuat pengembangan 

kota sebagaimana diarahkan dalam Rencana lnduk dapat dikendalikan dengan 

cermat sehingga penggunaan tanah dapat ditata secara proporsiona1.35 

Peraturan Menteri Negara Agraria!Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi36 (se!anju!nya disebut Permeneg 

Agreria!Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999) menetapkan bahwa perusahaan 

yang didirikan dalam rangka penanaman modal wajib mengajukan 

pennohonan tzin lokasi kepilda pemerintah daerah kabupaten atau kota 

sebelum melakukan kegiatan perolehan tanahnya". 

Adanya Izin Lokasi membuat pemerintah dapat mengarabkan dan 

mengendalikan perusabaan-perusahaan dalam mernperoleh tanab, mengingat 

penguasaan tanah barns memperbatikan kepentingan masyarakat banyak dan 

penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan 

dengan kemarnpuan fisik tanah tersebut." Setelah mernperoleh izin lokasi, 

barulab pemegang izin lokaai diizinkan un!nk membehaskan tanah dalarn areal 

izin lokasi dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolida.si tanah 

atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

n Hutagalung (a). op.cit. hal. 193. 

:a4 ibid., bat 195 

3~ Ibid., hal. 193. 

36 Izin lokasi adalah !zin yang diberikan kepada perusahaan untuk mempero1eh. tanab yang 
diperlukan da1am rangka penanaman modal y~mg berlaku pula sebagai izin pemindahan halt. dan 
untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaba pena.rmman roodalnya. 
Kementrian Neg.ara Agraria (a), Peratur(m Menter~' Ncgara Agraria/Kepala Badan Pertrmahan 
Nasfonal Tentang Jzin Loktui, Permeneg Agraria!Kepala BPN No.2 Tahun 1999, pasaJ l ayat (1). 

~1 Meskipun Peraturan Mcnteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
2 Tahun 1999 ditujukan khusus bagi perusahaan dalam mngka penanaman modal namun pada 
prakteknya ketentuan ini juga berlalru bagi peru saba an non penanaman modaL 

Jt Hutagalung (a), op.cit, hal. 54. 
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Sebeium tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin iokasl, 

maka semua hak dan kewajiban pihak lain yang sudah ada atas tanah yang 

bersangkutan tetap diakul) termasuk kewenangan pemegang hak atas tanah 

untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) dan kewenangan untuk 

menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi serta 

kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain. Setelah tanah yang 

bersangkutan dibebaskan dari hak pihak lain, rnaka kepada pemegang izin 

lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang mernberikan kewenangan 

kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk 

melaksanakan rencana penanaman moda1nya?9 

Pada kenyataan di masyarakat, bahkan di kalangan pejabat pertanahan dan 

Pemerintah Daerah terdapat persepsi yang salah mengenai izin lokasi. 

Persepsi tersebut adalah babwa dengan ditunjuknya bidang tanah tertentu 

dalam izin lokasi, maka pemegang izin lokasi sudah memegang hak atas tanah 

yang bersangkutan. Hal ini merugikan masyarakat pemegang hak alas tanah 

karena mereka tidak dapat lagi mempergunakan tanahnya, mengalihkan 

tanahnya kepada pihak lain, bahkan tidak depat memperoleh bukti hak alas 

tanah (sertipikat) yang sebarusnya menjadi hak mereka."' Agar masyarakat 

pemegang hak alas tanab tidak dirugikan malta pemerintah menetapkan 

batasan waktu izin lokasi. Setelab memperoleh izin lokasi, pernegang izin 

lokasi wajib menyelesaikan perolehan tanah dalam jangka waktu sebagai 

berikut: 

a, izin lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : I tahun 

b. izin lokasi seluas 25 sarnpai dengan 50 Ha ; 2 tabun 

c. izin lokasi seluas lebih dari 50 Ha: 3 tahun.41 

Apabila dalarn jangka waktu tersebut diatas, perolehan tanab belum 

selesai, maka izin loka.si dapat diperpanjang jangka wuktunya selama satu 

"' Kementrian Negara Agraria (a), ap.cit., pasa18. 

~" Hutagalung (a}, op.cit., hat 54-55. 

"
11 Kementrian Negara Agraria (a), op.-cit., pasal5 ayat (1) dan (2). 
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tahun. apabila tanah yang sudah diperoleh sudah mencapai lebih dari 50% 

(lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk izln lokasi:~2 

ApabBa perolehan tanah tidak diseJesaikan dalam jangka waktu izin lokasi, 

termasuk perpanjangannya mak:a pemegang izin Iokasi tidak dapat melakukan 

perolehan tanah lagi. Terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh 

dilakukan tindakan sebagai berikut : 

a. dipergw1akan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan 

penyesuaian mengenai luas pembangunan~ dengan ketentuan bahwa 

apabila diperlukan masih 'dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga 

diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang. 

b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.43 

Pasal 4 ayat (I) Peraturan Menteri Negara Agterla/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 2 Tah\Ul 1999 menetapkan : 

Izin lokasi hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah 
rnendapat persetujuan penanaman modal sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu, sehingga 
apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang 
ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan 
perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group perusahaan 
dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut : 
a. Untuk usaha pengernbangan perumahan dan pennukiman : 
I) kawasan perumahan-perumahan : I propinsi : 400 Ha 

Seluruh Indonesia : 4000 Ha 
2} 

Sehubungan dengan penguasaan tanah daiam skala besar, maka Instruksi 

Menteri Negara Agterla!Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 

1998 tentang Pemberian lzin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaan 

Tanah Skala Besar menetapkan batas luas mak:simum penguasaan tanah untuk 

usaha skaia besar bagi satu badan hukum atau sekelornpok badan hukum yang 

42 Ibid., pasal 5 ayat (3). 

41 Ibid., pasal5 ayat ( 4). 
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saham mayoritasnya dikuasai oleh seseorang tertentu dalam satu propms1 

unluk kawasan perumahan adaiah 400 Ha.44 

Adapun luas maksimum penguasaan tanah untuk usaha skala hesar bagi 

satu badan hukum atau kelompok badan hukum yang saham mayoritasnya 

dikuasai oleh seseorang tertentu yang mencakup seluruh wilayah Indonesi~ 

luasnya sepuluh kali luas maksimum untuk tingkat Propinsi. Untuk propinsi 

Irian Jaya, luas maksimum penguasaan tlmahnya adalah dua kali luas 

maksimum propinsi lain, 45 

2.1.3. Perusahaan Pengembang Baros Menjual Tanah Beserta Bangunan 

Dalam praktek, apabila pembeli tidak membeli rumah siap huni, maka 

Perusahaan Pengembang dan pembeli terlebih dahulu membuat perjanjian 

pengikntan jual beli. Perjanjian ini pada dasarnya memuat kesepakatan antara 

Perusahaan Pengembang dan pembeli bahwa setelah syarat-syarat untuk 

penandatanganan Akta Jual Beli dibadapan PPAT terpenuhi, antara lain 

misalnya setelah diatas tanah didirikan bangunan, maka perusahaan 

pengembang dan pembeli akan mcnandatangani Akta Jual Beli dihadapan 

PPAT. Hal ini disebabkan Perusahaan Pengembang barus menjual tanah 

beserta bangunan rumah.46 Ketentuan ini diatu.r dalam: 

a. PeraturanMenteri Dalam Negeri Namor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan­

Ketentuan Mengenai Penycdiaan Dan Pemberian Tanah Untuk Kepcrluan 

Perusahaan . 

.w Kementrian Negara Agraria, Instroksi Menteri Negara Agraria/Kepa/a Bodan Pertanallan 
Nasional U!lllang Pemberian lzin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaa11 Tonah Skala Besar, 
Inmeneg Agmia!Kepala BPN No. 5 Tahun 1998, Lamp iran. 

~'Ibid, 

46 Hingga saat ini, tidak ada standarisasi mengenai definisi "bangunan" sehmgga masing~ 
masing Kantor Pertanahan menetapkan kriteria yang berbeda mengenai apa yang 
disebul ''bangunan''. Sebagian Kantor Pertanahan menganggap bahwa fondasi telah dapat 
dikategorikan sebagai "bangunan'\ sedangkan sebagian lainnya mengangggap baru dapat 
dikategorikan sebagai "bangunan" apablla pembangunan teJab dilaksa11akan sampai .~Mncapai atap. 
Wawancara dengan Bapak: H.M.Syaiful Barka.b, SH, M.M. Kepala Sub Seksi Peralihan Hak. 
Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang pada tanggal3 Juni 2009 
pukul 10.00 WlB; dan Wawancara dengan l:bu Arikanti Nakakus.umah., SH, PPAT Jakarta Barat 
pada tanggal6 April2009 pukull5.30 wm. 
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b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang 

Penyediaan Dan Pemberian Hak Ar.as Tanah Untuk Keperluan Perusahaan 

Pembangunan Perumahan. 

c. Undang-Undang Nomor 4 TahWl 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman.47 

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 TahWl 1974 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah berbunyi : 

Ayat (7) huruf b : tanah-tanah yang dikuasai oleh Perusahaan 
Pembangunan Perumahan dengan hale guna bangunan atau hale pakai, 
dapat dipindahkan hakuya berikut nunah-rumah dan bangunan­
bangunan yang berada di atasnya kepada pihak-pihak lain yang 
memerlakannya, menurut ketentuan dan persyaratan peraturan 
perundangan agraria yang berlaku, kecuali apabila Perusahaan tersebut 
bermodal swasta, maka peerindahan hak tersebut merupakan suatu 
kewajiban. 
Ayat (9) : Penyarahan tanah kepada pihak lain yang memerlukan 
sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 7 pasal ini hanya dapat 
dllakukan dalam keadaan sudah selesai dibangun sesuai dengan 
rencana proyek yang sudah disetujui oleh Pemerintah ternebut pada 
ayat 6. 

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 

tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan 

Perusahaan Pembangunan Perumahan berbunyi : 

Atas dasar peruntukan dan penggunaan tanah yang Ielah ditetapkan 
maka tanah-tanah yang telah dikuasai oleb Perusahaan dengan Hak 
Guna Bangunan, wajib dipindahkan haknya berikut bangunan/rumah 
yang ada di atasnya kepada pihak lain dengan Hak Guna Bangunan 
atau Hak Pakai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
Agreria yang berlaku. 

Pasal 26 ayat (!) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 

Perumahan dan Permukiman berbunyi : 

Badan Usaha di bidang pembangunan perumahan dan permukiman 
yang membangun lingkungan siap bangun dilarang menjual kaveling 
tanah matang tanpa rumah. 

41 Pada saat kasus dalam tesis ini tedadi, peraturan yang bedaku adal_ah Peraturan Meoteri 
Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974. 
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Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tersebut tidak 

tegas karena dalam ayat (2), Perusahaan Pengembang diperbolehkan menjual 

kaveling tanah matang ukunm kecil dan sedang tanpa rumah, sedangkan 

Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan 

kaveling tanah ukumn kecil dan sedang. 

Pada tahun 1999, pemerintah semakin tegas memperbolehkan perusahaan 

pengembang untuk menjual tanah kosong. Hal ini untuk mendukung 

Perusahaan Pengembang agar tetap dapat bertahan menghadapi krisis moneter 

pad a tahun 1997. Demikianlah, Menteri Negara Perumahan dan Permukiman 

Republik Indonesia kemudian menerbitkan sural Nomor 

109/UM.Ol.O!IM/09109 tertanggal 27 September 1999 perihal pedoman 

penjurdan kaveling tanah matang ukuran kecil dan sedang oleb badan usaha di 

bidang pembangunan perumahan dan permukiman, yang dalam alinea terakbir 

surat tersebut menyatakan : 

Khusus dalam menghadapi krisis moneter dan krisis ekonomi yang 
sedang dialami sesuai dcngan persetujuan Presiden Republik 
Indonesia, badan usaha di bidang pembangunan perurnahan dan 
permukiman dapat menjual kaveling tanah matang ukuran menengah 
(luas kaveling diatas 200 m2 sampai dengan 600 m2) untuk 
pembangunan ruruah menengah berbanding 2 (dna) kaveling tanah 
matang ukuran keeil dan sedan g. selama 2 ( dua) tahun sampai dengan 
tahun 2001 dengan tetap mengikuti ketentuan a.3 s/d b.l s/d b.3.48 

Jangka waktu peraturan ini kemudian dipeljanjang lagi oleh Menteri 

Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia dengan 

mengeluarkan Sura! tanggal\4 Januari 2002 Nomor: BT.Ol.Ol.Mn/10 perihal 

perpanjangan waktu ketentuan penjualan Kaveling Tanah Matang (KTM) 

ukuran keel!, sedang dan menengah oleh Badan Usaha di Bidang 

pembangunan perumahan dan permukiman yang ditujukan kepada Ketua 

Umurn Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI), namun 

hanya untuk penjualan Kaveling Tanah Matang (KTM) sampai dengan 

200 m2."" Peraturan terakbir ini juga diperkuat oleb Badan Pertanahan 

48 S.inaga, loc:. cit, haL 7. 

49 Ibid. haL 7·8. 

Universitas Indonesia 

Akibat Hukum..., Elina Kartini, FH UI, 2009



;13 

Nasional dengan mengeluarkan surat tanggal 24 Desember 2002 Nomor 

600·3363 yang berbunyi sebagai berikut: 

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional Propinsl, Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kola dan PPAT mengenai penjualan tanah matang (kapling) 
tanpa bangunan oleh Badan Hukum Pemerintah atau Swasta. Instansi 
Pemerintah maupun oleh Perorangan/Ahli Waris dengan ini dilFerikan 
petunjuk sebagai berikul : 
1. Badan Hukum Swasta (Pengembang Penunahan) : 

2. 

Mengingat maksud diberikannya izin lokasi dan pembebasan 
tanah kepada Pengembang adalah untuk melaksanakan program 
pemerintah dalam pembangunan pennultiman dan perumahan 
yang berwawasan lingkungan guna pemenuhan kebutuban 
masyarakat akan rurnah, maka penjualan tanah matang (kapling) 
tanpa bangunan oleh Pengembang tidak dibenarkan. 
Pengecualian banya diberikan untuk bidang lanah berukuran kecil 
dan sedang dengan luas antara 45 mt sampai dengan 200 mt 
sesuai Sural Menteri Pennultiman dan Prasarana Wilayab 
Republik Indonesia Nomor BT.OI.01-Mn/10 tanggal 14 Januari 
2002. 

2.2. Jual Beli Tanah 

Pada saat Belanda menjajah Indonesia, di Indonesia berlakn dualisme hukum 

lanah, yakni Hukum Tanah Baral dan Hukum Tanah Adat. Hukum Tanah Baral 

bersumber pada Kltah Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) 

sedangkan Hukum Tanah Adal bersumber pada Hukum Adat yang tidak tertulis. 

Hokum Tanah Barat berlaku bagi golongan Eropa dan Timor Asing, sedangkan 

Hukum Tanah Adat berlakn bagi golongan pribumi. 

2.2.1. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Tanah Barat 

Pasal 1457 Kitab Undang·Undang Perdata menyebutkan bahwa 
1"jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya nntuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain unluk 

membayar harga yang Ielah dijanjikan". 

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli menurul Kitah 

Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu peljanjian bertimbal batik 

dalarn mana pihak )llU!g satu (si penjual) beijanji unluk menyerahkan hak 
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milik atas suatu barang, sedang pihak yang Jainnya (si pembeli) berjanji untuk 

membayar harga yang terdirl atas sejumlah uang sebagai imbalan dari 

perolehan hak milik tersebut. 50 

Jual beli bersifat konsensual, a.rtinya pexjanjian jual beH sudah dilahirkan 

pada detik tercapalnya kata sepakat mengenai barang dan harga. meskipun 

barang belum diserahkan oleh penjual atau harga belum dibayar oleh 

pembeiL" Jual beli hanya bersifat obligatoir saja, artinya perjanjiau jual beli 

baru meletakkan hale dan kewajiban hertimbal balik antara kedua belab pihale 

(penjual dan pembeli), dimana penjual wajib untuk menyerabkan hale mitik 

atas barang yung dijualnya seka!igus herhak untuk menuntut pernbayaran 

harga yang Ielah disetujui. Di sisi lain, pembeli wajib untuk rnembayar harga 

batang sekaligus berhale untuk menuntut penyeraban hale milik alas barang 

yang dibelinya. Adapun hale milik baru bernlih dengan dilaleukannya levering 

atau penyerahan. levering merupakan suatu perbuatan yuridis guna 

memindahkan hale milik (trarufer of ownership). Para sarjana Belanda 

mengkonstruksikan levering sebagal suatu zakelijke overeenkomst yakni suatu 

persetujuan tabap kedua antara penjual dan pembeli yang khesus bertujuan 

memindahkan hale milik dari penjual kepada pembeli. 

Menurut pasal 1459, pasal 616 dan pasal 620, cara levering atau 

penyerahan tanah yang merupakan banda tetap, termasuk tanah dilakukan 

dengan pengumuman akta otentik yang dibuat untuk melhnpabkan kebendaan 

kepada orang lain. 52 Ketentuan dalam pasal-pasal ini diperjelas dalam 

Overschrijvings Ordonnantie 1 S34" dimana jual beli tanab-tanah hale barat 

dilakukan dengan akta dan dihadapan Overschrijvings Ambtenaar. Levering 

atau penyerahan hale atas tanah dilakukan dengan pendaftaran akta, juga oleh 

Overschrijvings Ambtenaar yang membuat akta tersebut. Caranya akta 

~0 R. Subekti, Aneka Perjanjian, CetlO, (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 1995), hal. 1. 

51 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbaek), cp.cit., pasal1458. 

s2 /brO., pasal 1459, 616 dan 620. 

so Oversclirijvings Ordannantie 1834 meropakan kctentuan yang berlaku sehubungan dengan 
pendaftaran benda tidak: bergerak yang diatur dalam Kitab Undang~Undang Hukum Perdata. 
Muljadl dan Widjaja, op.cit, haL 85. 
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dibubuhi nomor pendaftaran sesuai dengan urutan pendaftaran dalarn register 

akta yang diselenggarakan oleh Overschrijvings Ambtcmaar tersebut. Dengan 

demikian berarti kegiatan pembuatan akta dan kegiatan pendaftaran akta oleh 

Overschrijving.s Ambtenaar tersebut dilakukan pada hari yang sama.54 

2.2.2. Jual Bell Dalam Hukum Tanah Nasiooal Yang Berlandaskan 

HukumAdat 

Dualisme hukum tanah yang diciptakan olch Belanda menimbulkan 

perbagai masalah hukum antargolongan yang pelik. Selain itu, dualisme 

hukum tanah juga dinilai tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan 

bangsa. Karena itu, setelah Indonesia merdeka, masyarakat mengharapkan 

adanya suatu hukum tanah yang dapat berlaku bagi semua golongan 

masyarakat (unifikasi hukum tanah}. Narnun karena kemerdekaan itu 

diperoleh dengan cara revolusi fisik, maka pada waktu itu pemerintah 

Indonesia belum siap dengan peraturan perundangan sebagai produk negsra 

merdeka." Oleh sebah itu, agar tidak teljadi kekosongan hukum meka 

Overschrijvings Ordonnantie 1834 tetap diberlakukan berdasadkan pasal II 

Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang pada intinya menyatakan 

bahwa peraturan yang berlaku sebelum kemerdekaan Indonesia, akan tetap 

diberlakukan sarnpai dibentuknya peraturan barn. 

Akhimya pada tahun 1960, pemerintah menerbitkan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960. Dengan terbitnya undang-undang ini, berakhirlah 

dualisme hukum tanah di Indonesia dengan menciptakan suatu hukum 

universal yang dapat berlaku bagi semua goiongan masyarakat~ 56 yang 

54 Ibid., hal. 86, 

55 J. Kartini Soedjendro. Perjanjfan Peralihan Hak Aras Tanoll Yang Berpontenst Konjlik, 
{Yogyakarta: Kanis!us1 2001), hal. 58. 

56 Kesatuan di bidang Hukum Agraria dipandang sebagai salah satu hal yang memba.ntu 
proses perSahmn bangsa. 
Sudargo Gautama dan EUyda T. Soetijarto, Tafoiron UndangwUndang Pokok Agran·a (1960) dan 
Peroturan-Peraturan Peiaksanaannya (1996). CetlO, (Banrlu.ng: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 
hal 29. 
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berdasarkan pada Hukum Tanah Adat. Hal ini terlihat dari bunyi pasal 5 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960: 

Hukum agraria yang ber1aku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah 
hukum ada!, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasiona1 dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan 
Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tereantum 
dalam Und!Ulg-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, 
segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar 
pada hukum agama (cetak tebal dari penulis). 

Hukum adat diberlakukan setelah ketentuan mengenai hukum agraria, 

yang dalam hal ini meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya, yang berlaku dan dikeluarkan selama masa penjajahan Belanda, 

oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dicabut sarnpai ke akar-akarnya57 

Menurut hukum ada!, jual beli tanah bersifut terang, tunai dan riil. Terang 

dan tunai maksudnya penyerahan dan pembayaran jual beli tanah dilakukan 

pada saat yang bersarnaan (tunal) di hadapan seorang pejabat yang berwenang 

(terang)." Akta yang ditandatangani para pihak menunjukkan seoara nyata 

a tau riil perbuatan hukum jual beli yang dilakukan. 59 

Jstilah tunai tidak berarti bahwa harga tanah harus dibayar lunas oleh 

pembeli. Sebagaimana dijelaskan oleb Profesor H. Hilman Hadikusuma, S.H. 

bahwa: 

... pembayaran dalam jual lepas dapat berlaku dengan pembayaran 
uang tunal pada saat tetjadinya ijab-kabul atau dibayar kemudian 
(hutang). Pembayaran juallapas, jual gadai ataupun jual tahunan boleh 
saja tidak berupa nang tetapi mungkin saja berupe basil bumi atau 
dibayar sebagian dengan uang sebagian dengan perhiasan emas atau 
lalnnya yang disepakati bersama. Jika ketika jual beli itu terlaksana 
pembayaran belum lunas, tidak berarti bendanya belum diserahkan 
penjual dan belum diterima pembeli. Petjanjian itu tetap berlaku, 
mengenai pembayaran yang belum lunas merupakan petjanjian 
hutang-piutang.60 

51 Muljadi dan Widjaja, op.cit., haL 3. 

58 Gunawan Widjaja dan Karrini M•lljadi, Seri Hukum Perik.atan : JuaJ Bell, (Jakarta : 
PT, Raja Grafmdo Peikasa, 2003), hat 87. 

$9' Harsono, op.cit, hal. 330. 

'*H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjinn Adar, Cet4, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 
1990), hal. 111. 
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Sahnya jual beli dltentukan oleh syarat materiil dari perbuatan jual beli 

yang bersangkutan, bukan oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 196!. Sedangkan yangmerupakan syarat materiil adalah: 

L Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan. 

2. Pembeli berhak membeli tanah yang liersangkutan. 

3. Tanah hak yang bersangkutan boleh dipeljualbelikan menurut hukum. 

4. Tanah hak yang bersangkutan tidak dalam sengketa61 

2.3. Pendaftaran Tanab 

Pendaftaran tanah adalah rangkuman kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus~menerus. berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data 

fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar menjadi bidang-bidang 

tanah dan satuan~satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 

haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik alas 

satuan rumah susun serta hak-bak tertentu yang membebaninya.62 

6
l Kesimpulan ini dipero!eh darl Keputusan Mahkamah Agung Nomor 123/K/SIP/1970 atas 

suatu kasus hibah tanah di Bali pada tahun 1964 yang dllakukan di depan Bandesa (Wakil Kepala 
Desa}. Kepulusan Mabkamah Agung tersebut menegaskan bahwa : 

"Pasal l9 Pernbuan :Pemerintah No~ H) Tahun 1961 berlalru k:husus bagi pemindahan hak 
pada kadaster, sedangkan bakirn menilai sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum matcriil 
yang merupakanjual beli (materiele /landeling van verkoop) tldak hanya terikat pada Pasall9 
terse but." 

Keputusan tetSebut merupakan peuegasan dan penjelasan tentang pelaksanaan jual beli tanah 
menurut Hukum Tanah Positif Indonesia : 
a. Dalam Hukum Adat. tindakan yang menyebabkan pemindahan hak betsifilt .. kontan". 

Sedangkan pendaft.arnn, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan 
pelaksanaan bersifat administratifbelaka. 

b. '' ... Pasa119 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 berlaku khusus bagi pemindahm bak 
pada kadaster, sedangkan hak:im menilai sah atnu tidaknya suatu perbuatan hukum materiil 
yang merupakan jual bell (materiele handeling van verkcop) tidak hanya terikat pada Pasal 19 
tersebut." Intinya: 
I) Jual beli atau pemind.ahan hak berslfat tunai; 
2) Jua1 beli dihadapan PPAT bukan merupakan synrat sahnya jual beli, melainkan 

di.tentukan oleh syarat materill darijual beli; 
3) Perbuatan jnal beti dllakukan dibadapan PPAT hanya syarat untuk pendaftarm jual beli 

di Kantor Pertanahan Seks! Pendaftaran Tanah, 
Arie Sukanti Hutagalung et al., Asas-Asas Huku.m Agraria, Ed. Rev .• (Jakarta : Faknllas Hukum 
Universitas Indonesia, 2005), hat 75-76. 

61 Indones.ia (a), op.cit, pasall ayat ( 1 ). 
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Pendaftaran berasal dari kata Cadastre, Suatu istilah teknis untuk suatu 

rekord (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai. dan kemilikan atau alas 

hak lalnnya terhadap suatu bidang tanah. Kata Cadastre sendiri berasal dari 

bahasa Latin Capitastmm yang berarti suatu register atau capita atau unit yang 

diperbuat untuk pajak tanah Romawi. Seeara tegas, Cadastre adalah rekord 

atau rekaman (rekaman dari lahan-lahan, nilai tanah dan pemegang haknya 

dan untuk kepentingan perpajakan). Dengan demildan Cadastre merupakan 

ala! yang tepat yang memberikan uraian dan identifikasi dari laban tersebut 

dan juga sehagai continious recording (rekaman yang berkesinambungan) dari 

hak atas tanah." 

Ketentuan pendaftaran tanah di huloncsia diatur dalam pasal 19 Undang­

Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang dilaksanakan lebih Ianjut dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 TahWl 1961 yang kemudian digantikan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 dilaksanakan lehih lanjut dengan Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Bad an Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. 

2.3.1. Tujuan Pendaftaran Taoah 

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali (initial registration) dan pemeliharaan data pendaftaran hak yang 

sudah dibukukan dan disajikan (maintenance), Pendaftaran tanah untuk 

pertama kali (initial registration) adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan 

terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997.64 Sedangkan pemeliharaan pendaftaran tanah (maintenance) 

adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data 

yuridis dalam daftar-daftar yang terdapat di Kantor Pertanahan dan dalam 

sertipikal. Perubahan tersebut misa!nya tmjadi sebagai akibat beralihnya, 

dibebaninya atau berubahnya nama pemegang hak yang Ielah didaftar, 

53 A.P.Parlindungan, Pendaftaran Tanah di hukmesia, (Bandung; CV. Mandar Maju, 1999), 
hal. IS. 

64 Harsono, op,cir, hal. 474. 
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hapusnya atau diperpanjangnya jangka waktu hak yang sudah berakhir. 

pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah yang haknya 

sudah didaftar.65 Agar data yang tersedia di Kantor Pertanahatl selalu sesuai 

dengan keadaan mutakhir, maka para pemegang hak yang bersangkutan 

diwajibkan mendafiarkan perubahan·perubahan yang dimaksud ke Kantor 

Pertanahan. 66 

Apahila perubahan te!jadi dengan akta PPAT maka PPAT 

bersangkutan1ah yang mendaftarkan perbuatan hukum yang dibuat dengan 

aktanya ke Kantor Pertanahan. Menurut pasal 22 ayat {3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, pendafiaran dapat pula dilakukan o1eh 

yang berkepentingan hila dikehendaki. Sedangkan menurut pasal 40, pasal 44 

dan pasal51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, hanya PPAT yang 

bersangkutan yang dapat melakuken pendaftaran. Pendaftaran tersebut wajib 

dilakukan oleb PPAT bersangkutan dalam waktu tujuh hari kerja setelab 

tanggal pembuatan akta 

Pemerintab memerintahkan Pendaftaran tanah dengan tujuan untuk 

menjamin kepastian hukum. Dengan dise1enggarakannya pendaftaran tanah, 

para pemegang hak atas tanah akan dapat dengan mudah membuktikan babwa 

dialah yang berhak atas tanab yang dikuasainya hanya dengan menunjukken 

bukti berupa sertipikat. Se!ain itu, dengan diselenggarakannya pendafiaran 

tanab, pihak-pibak yang berkepentingan seperti caJon pembe1i dan caJon 

kreditor juga dengan mudah dapat mernperoleh data yang diperlukan 

mengenai suatu bidang tanah, 67 misalnya siapakab pemegang haknya, apakah 

status tanah tersebut, apakah tanah tersebut sedang dibebankan dengan suatu 

hak tertentu, atau apakab tanab tersebut sedang da1arn sengketa. Hal ini 

disebabkan data dalam Kantor Pertanaban bersifatterbuka untuk umum. Cara 
' 

ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan terbindar dari hal-hal yang 

tidak diinginkan misalnya membeli dari penjual yang bukan pernegang hak 

atas tanah yang sebenarnya. 

6
' Ibid., hal475. 

M lbid., bal. 475-476, 

47 Hutagalur1g (a), op.cit., haL S3 
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Obyek pendaftaran tanab adalab : 

a. bldang-bidang tanab yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, 

hak guna bangunan dan hak pakal; 

b. tanab hak pengelolaan; 

c. tanah wakaf; 

d, hak milik atas satuan rurnah susun; 

e. hak tanggungan; 

f. tanab negara.68 

2.3.2. Slstem Publikasi Hukum Tanah Nasiona! 

Da!run praktak pendaftanm tanab yang menjadi masa!ab adalab sejauh 

mana orang bo!eh memporoayai kebenaran data yang disajikan olab negara 

dan sejauh mana orang akan dilindungi o!eh hukum apabila mengadakan 

perbuatan hukum berdasarkan data tersebut yang kemudian temyata tidak 

benar. Dengan kata lain, sampai sejauh mana tujuan pendafta:ran tanab dapat 

dicapai? Jawabannya adalah tergantung pada sistem publikasi yang digunakan 

dalam penyelenggaraan pendaftaran tanab. •• 

Pada dasarnya ada dua sistem publikasi yakni sistem publikasi positif dan 

sistem publikasi negatif.70 

Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak. 

Dalarn sistem pendaftaran hak, bukan aktanya yang didaftarkan me!aiukan 

hak yang dilahirkan dari akta tersebut. Dengan demikian akta hanyalah 

merupakan sumber data untuk memperoleh kejelasan mengenai tetjadinya 

suatu hak, peralihan hak atau pembebanan hak. Setiap orang yang 

memerlukan data yaridis yang lengkap atas suatu hak atas tanah, tidak perlu 

lagi mempelajari seluruh akta yang berbubungan dengan hak alas tanah 

tersebut, melainkan eukup jika dipe!ajari urutan pernberian hak, perubahan 

63 Indonesia (a}, op.cit., pasa19 ayat(l). 

£? Hut.agalung (a). up.cit., hal. 84. 

10 Ibid, 
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pemegang ha.k, dan pembebanan yang dicatat dalarn buku tanah Kantor 

Pertanahan,71 

Pada sistem publikasi positif, pencatatan nama seseorang dalam buku 

tanah di Kantor Pertanahan sebagai pemegang hak-lah yang mernbuat orang 

tersebut sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan bukan perbuatan 

hukum pemindahan hak yang dilakukan. n 

Pada sistem publikasi pesitif, orang yang dengan itikad baik memperoleb 

hak dari orang yang namanya terdafbr dalam buku tanah di Kantor 

Pertanahan, mendapatkan suatu hak yang tidak dapat diganggu gugat 

(indefeasible title) dengan didaftarnya namanya sebagai pemegang hale dalam 

buku tanah di Kantor Perta:nahan" karena negara sebagai pendafbr menjamln 

bebwa pendaftaran yang sudah dilakukan adalah benar. 74 Juga jika kemudian 

terbukti bahwa yang terdafbr sebagai pemegang hak tersebut bukan 

pemegang hak yang sebenamya. Dalam sistem ini, data yang ada di Kantor 

Pertanahan mempunyai daya pembuktian mutlak. Setelah selesainya 

pendafbran atas nama penerima hak, pemegang hak yang sebenarnya 

kehilangan haknya. !a tidak dapat menuntut pembatalan perbuatan hukum 

pernindahan hak yang telah dilakukan melainkan hanya bisa menuntut ganti 

rugi kapada negara.7' Sistem publikasi positif dianut antara Jain di Australia, 

Singapura, Jerman. Swiss dan negara-negara Commonwealth.76 

Pada sistem publikasi negatif umumnya digunakan sistem pendaftaran 

akta. 77 Setiap kali diadakan pemindahan hak atau pembebanan hak, wajib 

71 Muljadl dan Widjaja, op.cit., hal. 87. 

n HarSono, op.cil., hal. 80. 

13 /bid., hal. SL 

74 Serelah negara melakukan peneUtian, barulah hak yang d.iberikan didaftar dengan 
membu!rukannya dalam buku tanah tennasuk peristiwa-peristiwa hukum yang teljadi kemudian. 
Sebagai tand.a bukti haknya cliterbitkan sertipik:at 
Hutagalung (a), cp,cit., hal 84. 

15 Harsono, op.cit., hal. 81. 

1(, Hutagalung (a), op.cit .• haL 85. 

71 Ibid., hal. 87. 
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dlbuatkan akta sebagai buktinya. Dalam akta-akta tersebut termuat semua data 

yuridis yang diperlukan sehubungan dengan hak atas tanah tersebut.78 Dalam 

sistem pendaftaran akta, tidak ada buku tanah dan tidak pula diterbitkan 

sertipikat. Yang merupakan Ianda bukti hak adalah akta atau turunan akta 

yang sudah dibubuhi tanda pendaftaran. 79 Artinya untuk memperoleh data 

yuridis yang lengkap, harus dilakakan title search terhadap seluruh akta-akta 

yang pemah dibuat sebubungan dengan akta tersebut. Cacal hukum pada suatu 

akta dapat menyebahkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dibuktikan 

dengan akta yang dibuat kemudian. 80 

Pada sistem publikasi negatif, negara sebagai pendaftar tidak menjamin 

bahwa orang yang terdaftar sebagai pemegsng hak benar-benar orang yang 

berhak karena menurut sistem ini bukan pendaftaran tapi sahnya perbuatan 

hukum yang dilakukan yang menentuken betpindahnya hak kepada pembeli.81 

Dalarn sistem ini negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan 

oleh pihak yang minta pendaftaran. Pihak yang memperoleh tanah dari orang 

yang sudah terdaftar pun tidak memperoleh kepastian hukum meskipun ia 

memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik." 

Alasan suatu negara menggunakan sistem publikesi negatif biasanya 

karena pada sistem publikasi negatif proses pendaftaran berlangsung lehih 

cepat, berlainan dengan sistem pubtikasi positif dimana negara harus 

melakukan penelitian secara cermat sehingga proses pendaftaran memerlukan 

waktu dan prasarana yang malta!. 

Sistem publikasi yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 ada1ah sistem publikasi negatifyang mengandung unsur positif. Hal ini 

tercermin dari bunyi pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 : 

78 Muljadi dan Widjaja, vp.cit. hat 86. 

19 Hutaga!ung (a), Qp.clt,, bal. 87. 

00 Harsono, op.cit., hal. 77. 

81 Hal ini karena sistem publikasi negatif menganut azas nemo plus juris, dimana orang tidak 
dapat menyerahk.an atau memindahkan hak melebihi apa yang dia sendiri punyai, 
Harsono, op.cit .• haL & 1~82. 

IU Hutagalung (a}, op.cit., hal. 86-87. 
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Pendaftaran sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : 
a. penguk:uran, perpetaan dan pembukuan tanah; 
b. pendaftaran hak-hak alas tanah dan pcralihan hak-hak tersebut; 
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang be:rlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat. (cetak tebal dari penulis)" 

Kala "kuat" digunakan untuk menyatakan dan menjelaskan kekua!an alai 

bukti yang dihasilkan oleh kegiatan pendaftaran tanah, dapat disimpulkan 

bahwa sistem publikasi yang digunakan di Indonesia bukanlah sistem 

publikasi positif karena hila yang digunakan adalah sistem publikasi positif 

maka alat bukti yang dihasilkan pastilah bersifat "rnutlak", bukan ''kuat". 

Dengan demikian, sistem publikasi yang digunakan oleh Undang-Undang 

Nornor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya adalah sistem publikasi 

negatif, namun bukan sistem negatifmurni. Hal ini tercermin dalam pasal19 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa 

pendaftaran !anah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum. Dalam 

hal ini pemerintah sebagai penyelenggara pendaftaran tanah harus berusaha 

agar sejauh mungkln dapat menyajikan data yang benar dalam buku tanah. 

Hal ini terlihat pada ketentuan dalam peraturan-peraturan mengenai 

pendaftaran tanah yang mengatur prosedur pengumpulan, penyajian data, 

perneliharaan data dan penerbitan sertipikat dilaksanakan seeara sekaarna. 

Dengan demikian, sehuna tidak dapat dibuktikan sebalikuya, data yang 

disajikan dalam buku tanah harus diterima sebagai data yang benar baik dalam 

perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan. 

Demikian pula halnya pada data yang dimuat dalam sertipikat, aepanjang data 

tersebut sesuai dengan data yang ada pada buku !anah Kantor Pertanahan." 

Bukti lain bahwa Huk:um Tanah Nasional menganut sistem publikasi 

negatif terdapat dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961 : 

83 Kata~kata "pendaftaran sebagai alat bukti yang kuat" selanjumya juga disebutkan dalam 
pasa123 ayat {2), 32 ayat (2) dan 38 ayat (2) Undang·Undang Nomor 5 Tahun 1960. 

S<t Harsono, op.ctt., bal. 83. 
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Pembukua:n sesuatu hak dalam daftar buku-tanah atas nama seseorang 
tidak mengakibatkan bahwa orang }rartg sebenamya berhak atas tanah 
itu, akan kehilangan haknya; orang tersebut masih dapat menggugat 
hak dari orang yang terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang 
berhak. Jadi cara pendaftaran yang diatur dalam pendaftaran ini 
tidaklah positif, tetapi negatif (cetak tebal dari penulis). 

Sebagaimana dijelaskan diatas, sistem publikasi negatif mempunyai 

kelemahan yakni adanya ketidakpastian haknm bagi pemegang hak atas tanah 

yang tercantum dalam buku tanah di Kantor Pertanahan dan sertipikat. Mereka 

setiap saat dapat digugat oleb pibak lain yang merasa mempunyai tanah. 

Untuk mengatasi hal ini, sistem publikasi negatif biasanya menggunakan 

lembaga acquisitive ver:jaring atau lembaga daluwarsa.115 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak mengenallembaga daluwarsa 

karena lembaga ini berasal dari sistem haknm barat sedangkan Undang· 

Undang Nomor 5 Tahun 1960 didasarkan alas haknm adat. Namun dalam 

hukum adat terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi sistem 

publikasi negati£ yakni lembaga rechtsverwerking atau kebilangan hak untuk 

menuntut." Dalarn hukum ada!, jika pemegang hak atas tanah selarna sekian 

waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan dan kemudian tanah itu 

dikerjakan orang lain yang memperolebnya dengan itikad baik, maka ia 

dianggap telah melepaskan haknya alas bidang tanah yang bersangkutan dan 

karenanya hllanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. " 

Lembaga ini Ielah mendapat pengukuhan dan penerapan dalaro berbagai 

Yurisprudensi Mahkamah Agung." 

a~ Hutagaiung (a), op.cit .• bal. 87. 

86 Ibid., haL 89. 

37 Harsono, op.cit., hal. 480. 

n: Yurisprudensi Mabkamah Agung tersebut antarn 11 in ; 
a. Purusan Mahkamah Agung tanggallO Januari 1957 Nomor 210/KJSip/1955 (Kasus di 

Kabupaten Pandeglang. Jawa Barat) : "GugQlan dinyatokan tidak dapat diterima oleh 
kareno para penggugat dengan tnendiamlum soalnya 25 tahun dianggap telah 
menghilangkan haknya (rechtsvenverking)." 

b. Putusan Mahkamab Agung tanggal 24 Mei 1958 Nomor 329/KJSip/1957 (Kasus di 
Kabupaten Tapanuli Selatan): ... Pelcpasan Hak (reclttsverwerking) : Di Tapanuli 
Selutan apabila sebidang tanali yang dipercf.-.Jl secara merimba selama 5 tahun 
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Seja.k talmn 1997, lembaga rechtsverwerking diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pasal 32 ayat (2) peraturan ini 

menyebutkan : 

Dalam hal alas suatu bidang tanah sudah diteroitkan sertipikat secara 
sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah 
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka 
pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi 
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 {lima) 
tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan 
seeara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kopala Kantor 
Pertartahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke 
Pengaditan maupun penguasaan tanab atau penerbitan sertipikat 
tersebut 

Adanya lembaga ini membuat kedudukan pemegang hak atas tanab yang 

namanya telah terdaftar sebagai pemegang hak dalam jangka waktu lima 

tahun menjadi terlindungi, sepanjang perouatan bukum pernindahan hak yaag 

bersangkutan dilakakan dengan itikad baik, sesnai ketentuan hukum yang 

berlaku dan diikuti dengan pendaftarannya. 89 

Seharusnya sejak lernbaga rechtsverwerking diberlakakan dalarn 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, lembaga ini mempunyai 

kedudukan yang lebih kuat dibandingkan saat lembaga ini hanya diterapkan 

berdasarkan hukum adat yang tidak tertulis serta Yurisprudensi Mahkamah 

Agung"' . Narnun sayangnya, pada prakteknya hakim seringkali tidak 

mengikuti ketentuan ini. Adepun lernbaga rechtsverwerking tidak hanya 

berlaku terhadap sertipikat yang diterbitkan sejak berlakunya Peraturan 

berturuMurut dibiarkan saja oleh yang hermngkutan, maka hak atas tanah itu 
dianggop telalt dilepaskm." 

c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Maret 1959 Nnmor 70/K/Sip/1955 (Kasus: di 
Kotapraja Malang): "Hal kedaluwarso : Suatu tangkisan lr.edaluwarso da.lam perkara 
perdala tentang lanah, ditalak dengcm alasan bahwa penggugar telah bentkmg-ulang 
mlnta tlari tergugat unJuk menyerahkan tanah ilu kepada penggugat '' 

Hutagalung (a). op.cit., hal. 89, 

~ Harsono, op.cit., bal. 48L 

90 Menurut sistem Eropa Kontinental, bakim dalam mernutus perkara tidak wajJb mengikuti 
Yurisprudensi. 

Universitas Indonesia 

Akibat Hukum..., Elina Kartini, FH UI, 2009



36 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tetapi juga terhadap sertipikat yang 

diterbitkan saat herlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.91 

2.4. PPAT 

2.4.1. Jabatan PPAT 

Sebelurn berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, peralihan 

tanah hak Barat seperti Eigendorn, Ertpacht, Opstal dan lain sebagainya 

dilakukan dengan akta dan dihadapan Overschrijvings Ambtenaar. 

Pendaftarannya juga dilakukan oleh Overschrijvings Ambtenaar yang 

rnembuat akta dan dilakukan pada hari yang sarna dengan pembuatan akta 

tersebut. Sedangkan peralihan tanah hak Adat dilakukan secara dibawah 

Iangan dihadapan Kepala Desa atau Kepala Suku dan tidak ada suatu 

pendaftaran tanah yang bersifat seragarn.92 

Dalam sistem pendaftaran tanah setelah berlakunya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960, PPAT93 edalah satu-satunya pejahat yang berwenang 

untuk membuat akta-akta peralihan hak alas tanah, pemberian hak baru atas 

tanah dan pengikatan tanab sebagai jarninan utang. Hal ini sebagairnana 

tercantum dalam pasall9 Peraturan Pemarintah Nornor 10 Tahun 1961 : 

setiap pOijanjian yang bermaksud memindahkan hak alas lanah, 
rnemberikan sesuatu hak baru atas tanab, menggadaikan tanah atau 
merninjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus 
dibuktikan dengan suatu aktll yang dibual oleh dan dihadapan penjabal 
yang ditunjuk oleh Mentari Agraria {selanjutnya dalam Peraturan 
Pemerintah ini disebut : Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan 
oleh Menteri Agraria. 

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mendapat 

pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 

1961 yang mengatur tentang penjabat yang berwenang rnembuat akta 

111 Indonesia (a), op.cit., pasa! 64. 

92 Di beberapa tempat di Indonesia dapat ditemukan beberapa pendaftaran yang sederhana dan 
belum sempuma seperti geran Sultan Deli, ger.m Lama, geran Kr.juruan, pendaftaran tanah yang 
terdapat di kepulauan Lingga, Riau, di daerah Yogyakarta dan Surakarta. 
Parlindungan, op.cit, bal. 3. 

+u Pada masa ini, sebutan bagi PPAT adalah Penjabat. 
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pemindahan hak atas tanah, dan Peraturan Menteri Agraria Nornor 15 Tahun 

1961 yang mengatur tentang penjabat yang benvenang membuat akta 

pembebanan dan peodaftaran hipotek serta credietverband, 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menetapkan bahwa untuk 

setiap kecamatan diangkat seorang PPAT. 94 Bila dalam suatu daerah 

kecamatan belum diangkat seorang penjabat, maka Kepala Kecamatan atau 

yang setingkat karena jabatannya untuk: semen tara ditunjuk karena jabatannya 

sebagai PPAT. Ketentuan ini berlaku pula dalam hal PPAT yang diangkat 

mempW1yai daerah ketja yang meliputi lebih dati satu kecamatan. Jika untuk 

kecamatan tersehut Ielah diangkat PPAT, maka Carnattersebuttetap menjabat 

sebagai PPAT sampai ia berhenti menjadi Kepala Kecamatan, sedangkan 

Kepala Kecamatan berikutnya dengan sendirinya bukan lagi sebagai PPAT." 

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agratia Nomor 10 Tahun 1961 

menyebutkan : 

Yang dapat diangkat sebagai Penjabat ada lab : 
a. Notarls; 
b. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalarn lingkungan 

Departemen Agratia yang dianggap mempWlyai pengetahuan yang 
cukup lentang peraturan-peraturan pendaftaran lanah dan 
peraturan lahmya yang bersangkutan dengan persoalan peralihan 
hak alas tanah; 

c. Para pegawai pamongpraja yang pemah melakukan tugas seorang 
Penjabat; 

d. Oraog-orang lain yang telah lulus dalarn ujiao yang diadakan oleh 
Menteri Agraria. 

Sural Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 April 1971 Nomor 

19/DDA/1971 tentang Pengangkatan PPAT antara lain menyatakan babwa: 

1. Yang diangkat menjadi PPAT adalah mereka yang telah dinyatakan 

lulus dalarn ujian yang diselenggarakan Panitia Ujian Pejabat 

!f4 Kementrian Agraria, Peraturan Menteri Agraria Tentang Pemmjukan Pejabat Yang 
Drmaksudkan Dalam f'asal 19 Peraturan Pemerintah No.JO Tahun 1961 Tentang Pendaftaran 
itn1tJ.h Serta Hak dan Ke:wa)ibannya, Permen Agraria No. 10 Tahun 1961, TLN No. 2344, pasall 
ayat(l). 

9s lbid., ~sal5. 
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Pembuat Akta Tanah. Panitia tersebut diketual oleh Direktur 

Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria, 

2. Materi ujian meliputi Pancasila, Tata Guna Tanah. Land Refonn, 
I 

Pengurusan Hak-hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. 

Siapa yang dapat menempuh ujian PPAT adalah : 

a. Notaris; 

b. Wakil Notaris yang diangkat Menteri Kehakiman; 

c. Bekas Pegawai Teknis Ditjen Agmria yang oleh Panitia 

dianggap cukup mempunyai pengetahuan yang berhubungan 

dengan pendaftaran tanah dan persoalan hak atas tanah; 

d. Sarjana hukam bekaspegawai negari; 

e. Bekas pegawai pamongpraja yang pemah menjabat sehagai 

PPAT;96 

Pada !ahun !985, istilah Pejabat Pembuat Ak!a Tanah memperoleh 

pengukuhan dengan mulai berlukunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

1985 ten!ang Rumah Susun. Istilah Pejabat Pembuat Ak!a Tanah juga 

dijumpai dalarn Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 !entang Pajak Bumi 

dan Bangunan. 97 

Saat ini, peraturan mengenai PPAT diatur dalarn Peraturan Pernarin!ah 

Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agmria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998 tentang Peraturan Jahatan Pejaba! Pembuat Akta Tanah, dan 

Peraturan Kopala Badan Pertanahan Nasional Nomor I Tahun 2006 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejaba! Pernbuat Ak!a Tanah. 

Pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 1998 

kewenangan PPAT untuk membuat akta Ielah disebutkan secara spesifik. 

9
' Soedj.endro, op,cit., bal. 94·95, 

•n lbld, 
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Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah sebagai 
berikut : 
a. jual beli; 
h, tukar menukar; 
e. hibah ; 
d. pemasuka:n ke dalam perusahaan (inbreng) ; 
e. pembagian hak bersama ; 
f. pemberia:n Hak Guna Bangunan!Hak Pakai atas tanah Hak Milik ; 
g. pemberian Hak Tanggungan ; 
h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. 

Selanjutnya, pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

menyebutkan : 

Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalab : 
a. berkewarganegaraan lndonesia; 
b. berusia sekurang-kurangnye 30 (tiga puluh) tahun; 
e. berkelakuan balk yang dinyatakan dengan surat keterangan yang 

dibuat oleh lnstansi Kepolisian setempat; 
d. belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan 

berdasarl<an putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukurn tetap; 

e. sehatjasmani dan rohani; 
f lulusan program pendidikan spesialis notarial atau program 

pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga 
pendidikan tinggi; 

g. lulus ujian yaug diselenggarakan olah Kantor Menteri Negara 
Agraria/Badan Pertanalum Nasional; 

Saat ini, wilayab kerja PPAT adalab Kabupaten!Kotamadya, yang jumlah 

dan fonnasinya ditetapkan oleb Menteri Negara Agraria!Kepala Badan 

Pertanaban Nasional. Bila pada suatu daerab belum cukup terdapat PPAT 

malea Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanaban Nasional dapat 

menunjuk Camat atau Kepala Desa sebagai PPAT Sementara. 98 Untuk 

melayani pembuatan akta PPAT tertentu yang diperlukan dalam rangka 

pelak:sanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani 

pembuatan ak:ta PPAT tertentu bagi negara sahabat, Menteri Negara 

" Dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor I 
Tahun 1998, ~"Cwenang mengangkat dan memberhentikan Camat sebagai PPAT Sementara 
dilimpahkan kepada: Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsl. 
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Agraria1Kepa1a Badan Pertanahan Nasional dapat menunjuk Kepa!a Kantor 

Penanahan sebagai PP AT Khusus. 99 

2.4.2. Fungsi PPAT Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah 

Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

dengan dibantu oleh PPAT. PPAT adalah seorang pejabat umum 100 yang 

diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu yang diatur da1am 

perundang-undangan101
. PPAT membantu Kepa1a Kantor Pertanahan dalam 

melaksanakan tugas di bidang pendaftaran tanah khususnya da1am kegiatan 

pemeliharaan data pendaftaran tanah.102 Peme1iharaan data pendaftaran tanah 

dilakukan apabi1a te!jadi perubahan pacta data fisik atau data yuridis objek 

pendaftaran tanah yang didaftar. '"' Adapun kegiatan yang dilakukan o1eh 

PPAT tersebut adalah membuat akta pemindahan dan pembebanan hek serta 

mendaftarkan perbuatan hukum pemindahan dan pembebanan hak tersebut ke 

Kantor Pertanahan. 

Dalam hal jual be1i, maka kegiatan PPAT adalah membuat Akta Jual Beli 

dan mendaftarkan jua! bell tersebut ke Kantor Pertanahan. 

a. membuat Akta Jual Beli 

PPAT adalah satu-satunya p~abat yang berwenang untuk membuat Akta 

Jual Be1i. Hal ini sebagainuma tereantum dalam pasa1 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. 

Akta jua1 beli merupakan syarat mutlak pendaftaran jua1 beli di Kantor 

Pertanahan. Tanpa alrta ini, Kantor Pertanahan akan meno1ak pendaftaran 

'»Indonesia (c), Peraturan Pemerintah NomfJr 37 Tolum 1998 tentartg Peraiuron Jabatan 
Pembuat Akta Tanah, PP No. 37 Tahun 1998, LN No. 52 Tahun 1998, pasal5. 

100 Pejabat wnum ada!ah orang yang diangkat oleh inslansi yang berwenang, dengan tugas 
melayani masyarakat umum di bidang atau kegiatan tertentu. 
Harsono, ap.cl't., hal. 483. 

101 Indonesia (d}, Pero.turan Pemerintah Nomor 10 Talnm 1961 tentong Pendaftaran Tanah, 
PPNo. 10 Tahun 1961. LN No. 28 Tahun l9!d, TLN No. 2111, pasall9; dan Indonesia (c), op.cit, 
pasal2. 

lfll Harsono, cp.cit., hat 484. 

l!l3 lbirl, hat 506. 
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yang diajukan. Dengan demikian, agar jual beli terseJenggara dengan benar, 

maka PPAT harus :memastikan kebenaran obyek jual beli tersebut dan 

kecakapan serta kewenangan bertindak dari penjuaJ dan pembeli.104 

Pengecekan mengenai objek jual beli dapat dilakukan dengan cara 

mencocokkan data yang ada pada sertipikat dengan data yang ada pada Buku 

Tnnah di Kantor Pertanahan. Pengecekan mengenai kecakapan dan 

kewenangan bertindak dari penjual dan pembeli dengan cara melihat bukti 

identitas, Dalarn hal subjek hukum adalah badan hukum berbentuk Perseroan 

Teroatas, kecakapan dan kewenangan ini dapat dipariksa dengan cara melihat 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas bersangkutan. 

Hukum Tanah Nasional mengatur bahwa status subjek hukum 

menentukan tanah yang akan dikuasainya. Oleh sebab itu PPAT hams 

memastikan bahwa pembeli memenuhi syarat untuk memiliki hak alas tanah 

bersangkutan. Apabila tanah yang dipeljualbelikan adalah tanah Hak Guna 

Bangunan maka PPAT harus memastikan bahwa pembeli adalah subjek 

hukum yang diperbolehkan untuk memiliki tanah dalam Pasal 36 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. 105 Dalam hal tanah Hak Guna 

Bangunan dijuaf kepada pembeli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, 

maka pernbeli wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah ke pihak 

lain yang memenubi syarat dalarn jangka waktu satu tahun, Jika tanah Hak 

Guna Bangunan tidak dilepaskan atau dialibkan dalam jangka waktu tersebut, 

maka Hak Guna Bangumin tersebut hapus demi hukum dan tanalmya jatuh 

kepada negara. 

Selain hal-hal tersebut diatas, PPAT juga harus memastikan bahwa 

jual beli memenubi syarat formalitas yang berlaku antara lain PPAT wajib 

membuat akta dengan fonnulir yang telah disediakan oleh Badan Pertanahan 

Nasional melalui kantor-kantor pos sesuai dengan hentuk yang telah 

ditetapkan, melangsungkan pembuatan akta dengan dihadiri oleh para pihak 

atau kuasanya dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi, serta 

104 Muljadi dan Widjaja, op.cit .• hat 209-210. 

lil!i Pasal ini menjeJaskan babwa tauah Hak Guna Bangunan hanya dapat dimiliki oleh Warga 
Negarn Indonesia dan badan hukum yang dldirlkan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan 
di Indonesia. 
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rnembacakan akta kepada para pihak dan saksi-saksi, Selain itu, PPAT juga 

harus mengecek apakah ada syarat~syarat lain yang harus dipenuhi bHamana 

subjek hukum adalah suatu badan hukum khusus. Syarat~syarat mana 

bisa dilihat pada peraturan khusus yang mengatur mengenai subjek hukum 

khusus tersebut. Dalam hal perbuatan hukum jual beli tanah Hak Guna 

Bangunan oleh Perusahaan Pengembang, peraturan-peraturan khusus tersebut 

antara lam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tebun 1974 tentang 

Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk 

Keperluan Perusahaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 

tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Taneb Untuk Keper1uan 

Perusahaan Pembangunan Perumahan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Semuanya pada intinya 

menentukan bahwa Perusahaan Pengembang harus menjual tanah beserta 

bangunan. 

Syarat-syaral tersebut pen!ing untuk dipenuhl agar pendaftaran jua1 beli 

tidak ditolak oleh Kantor Pertanahan. 

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

menyebutkan : 

Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat menolak 
perrnlntaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalarn pasal 
19, jika: 
a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang 

bersangkutan; 
b. tanah yang menjadi obyek perjanjian temyata masih dalam 

perselisihan; 
e. tidak disertai sural tanda-bukti pembayaran biaya pendaftarannya. 

Pasal 28 ayat (I) Peraturan Pemerinteb Nomor !0 Tahun !961 

menyebutkan : 

Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan 
pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat 
dibawah ini tidak dipenuhi : 
a. akta yang dimaksud dalarn pasal 19 disampaikan tanpa sertipikat 

atau surat-keterangan atau pemyataan yang dimaksud dalarn pasal 
25 ayat (I) dan warkah lainnya, 

b. sertipikat dan surat-ke;,,rangan tentang keadaan hak atas tanah 
tidak sesnai lagi deng.m daftar-daftar yang ada pacta Kantor 
Pendaftaran Tanah 1 
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c. jika orang yang memindahkan, memberikan hak barn, 
menggadaikan atau menanggungkan hak atas tanah itu tidak 
berwenang berbuat demikian, 

d. di dalam hal jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan 
wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain 
yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik tidak diperoleh 
izin dari Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjukny.c 

Pasal-pasal tersebut kemudian digantikan dengan pasal 39 ayat (I) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi : 

PPAT menolak untuk membuat akta,jika: 
a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas 

satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli 
hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai 
dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau 

b. mengenai bidang tanah yang belum terdafiar, kepadanya tidak 
diserahkan : 
I) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalarn pasal24 ayat (I) 

atau sural keterangan Kopala Desa!Kelurahan yang 
menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasal bidang 
tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2); 
dan 

2) sural keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang 
bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau 
untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan 
Kantor Pertanahan, dari pemegang bak yang bersangkutan 
dengan dikuatkan oleh Kopala Desa/Kelurahan. 

c. Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum 
yang bersangkutan atau salah satu saks:i sebagaimana dimak:sud 
dalam pasal 38 tidak berhak atau tidak rnernenuhi syarat untuk 
bertindak demikian; atau 

d. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu sura! 
kuasa mutlak yang peda hakikatnya berisikan perbuatan hukum 
pemindahan hak; atau 

e. Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin 
Pejabat atau instansi yang berwenang. apabila izin tersebut 
diperlukan menurut peratunm perundang-undangan yang berlaku; 
atau 

f. Obyek perbuatan hukum yaag bersangkutan sedang dalam 
sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau 

g. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan 
dalarn peratunm perundang-undangan yang bersangkutan; 
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dan pasal 45 ayat (!) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang 

berbunyi: 

Kepala Kantor Pertanahan menol:ak untuk melakukan pendaftaran 
peralihan atau pembebanan. hak, jika salah satu syarat dibawah ini 
tidak dipenuhi : 
a. sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah 

tidak sesuai lagi dengan daflar-daftar yang ada pada Kantor 
Pertanahan; 

b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) 
tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan 
tertentu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 37 ayat (2); 

c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau 
pembebanan hak yang bersangkutan tidak Jengkap; 

d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalarn peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan; 

e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan; 
{. perbuatan bukum yang dibuktikan dengan akta PP AT batal atau 

dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap; atau 

g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 
dibatalkan oleb para pihak sebelum diduftar oleh Kanter 
Pertanahan. 

Penolakan oleh Kantor Pertanahan dllakukan secara tertulis dengan 

menyebut alasan-alasan penolakan tersebut. 106 Sural penolakan beserta 

sertipikat, akta dan dokumen-dokumen lain yang diterima dari PPAT dikirim 

kembali kepada PPAT yang bersangkutan, sadangkan kepada pembeli 

dikirimkan salinan sural penolakan. 107 Selain itu, alasan-alasan penolakan 

juga dicatat di buku tanah yang terdapat di Kantor Pertanahan. 108 

106 Indonesia (d). op.cit., pasal28 ayat (3). 

Lo.
7 Ibid., pasal2& ayat ( 4). 

Ketentuan ini digantikan dengan Pasa! 45 ayat (2) P;:raturnn Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
yang mengatur bahwa swat penolakan disampaika:t kepada yang berkepe11tingan, disertai 
pengembalian berkas permohonannya, dengan salinan \:epada PPA'f yang bers:mgkutan, 

108 Wawancara dengan Bapak H.M.Syaiful Bark2h, SH, M).1, Kepala Sob Seksi Peralihan Hak, 
Pernbebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Ko!amadya Tangerang ftada tanggal 3 Juni 2009 
puku!IO.OO WIB. 
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h. mendaft{!!j<:an Akta J ual Beli ke Kantor Pertanahan 

Setelah membuat Akta Jual Beli, PPAT juga bertugas mendafiarkan jual 

beli yang dibuktikan dengan aktn tersebut ke Kantor Pertanahan. Menurut 

pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, pendaftaran 

dilakukan oleh PP AT yang bersangkutan segera setelah ponandatanganan akta 

dengan rnenyerahkan sertipikat, Akta Jual Beli dan dokumen-dokumen 

pendukung lainnyalre Kantor Pertanahan. Namun hal ini tidal< mutlak, artinya 

pendaftaran dapat pula dilakukan olah pihak yang herkepentingan 109 bilamana 

dikahendaki demikian oleh para pihak, dengan ketentuan pernbeli mernberikan 

tanda penerimaan sertipikat, Akta Jual Be1i dan dolremen-dokumen 

pendukung lalnnya kepada PPAT. Sedangkan menurut pasal 40 ayat (I) 

Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran mutlak dilakukan 

oleh PPAT bersanglrelan dalam waktu tujuh heri kerja setelah 

penandatanganan akta. 110 Setelah pendaftaran selesai dilakukan, maka Kantor 

Pertanahan menyerahkan sertipikat kepada pernegang hak. 

Dernikianlah, pendaftaran tanah mempunyai fungsi yang sangat krusial 

bagi pemegang hak atas tanah yang bersanglretan yakni untuk memperkuat 

dan memperluas pembuktian. Memperkuat pernbuktian karena dengan 

pendaftaran tanah, pemegang hak yang bersangkutan akan memperoleh 

sertipikat sebagai ala! bukti yang kuat akan kepemilikan tanahnya. 

Memperluas pembuktian karena pada dasarnya administrasi di Kantor PPAT 

bersifat tertutup sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak 

dalam akta hanya diketahui oleh para pihak dan PPAT bersanglretan. Dengan 

dicatatnya hak pemegang hak atas tanah pada Buku Taneh di Kantor 

Pertanahan yang bersifat terbuka untuk umum, maka hak-hak tersebut akan 

diketahui oleh masyarakat luas. 

Berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya, PPAT diwajibkan untuk 

mernbuat buku daftar untuk semua akta yang dibuatnya dan mengirim laporan 

1119 Yang dimaksud pibak yang berkepentingan adalah pembeli. 

1111 Pada saat kasus dalam tesis ini tetjadi, yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Ta.hun 196!. 
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bulanan mengenai akta yang dibuatnya tersebut kepada Kantor Pertanahan. 111 

Kewajiban bagi PPAT untuk mengiri;n laporan bulanan terSebut baru 

disyaratkan dalam Peraturan Pemerintab Nomor 37 Tabun !998 tentang 
l 

Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Peraturan sebehunnya yang mengatur 

mengenai PPAT yakni Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tabun 1961 tidak 

pernah mensyaratkan kewajiban ini. 

1.5. Hak Gun a Baugunan Diatas Tauab Negara 

Hak Guna Bangrman adalab hak untuk mendirikan dan mempunyai bangrman­

bangrman atas tanab yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling 

lama tiga pulub tahun. 112 Subjek hukurn yang dapat menguasai Hak Guna 

Bangrman adalab Warga Negara Indonesia dan Badan Hukurn yang didirikan 

menurut ketentuan hukurn Negara Republik Indonesia dan yang berkedudukan di 

Indonesia. 1ll Hak Guna Bangrman dapat diberikan diatas Tanab Negara, Tanab 

Hak Pengelolaan ataupun Tanab Hak Milik.114 Hak Guna Bangrman atas tanab 

Negara diberikan dengan keputusan pemberian bak dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

sampai dengan 2000 m2, pemberian Hak Guna Bangunan atas tanab Negara 

dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanaban Kabupaten/Kotamadya; 

mulai 2000 m2 sampai dengan 150.000 m2, pemberian Hak Guna Bangunan 

atas tanab Negara dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayab Propinsi; 

diatas 150.000 m2, pemberian Hak Guna Bangrman diatas tanab Negara 

dilakekan oleh Kepala Badan Pertanaban Nasionai/Menteri Negara Agraria.'" 

111 Indonesia (c), ap.cil., pasal26. 

m Indonesia (b), op,ctt., pasal35 ayat (l). 

li:J. Ibid., pasal36 ayat (1). 

114 Indonesia (e), Peraturcn Pemen'ntah Tentang Hak Guna Uscha, Hak Guna Bangmtan Dan 
Hak Guna Pakai Alas Tano.h. PP No. 40 Tahun 1996, LN No-. 58, Tahun 1996, TLN No. 3643, 
pasai2L 
Perlu diketahui bahwa kasus dalam tesis ini meruhahas mengenai Hak Guna Bangunan yang 
diberikan diatas Tnnah Negara. 

m Kementrian Negru:a Agraria (b), Peraturan Menteri N<:gara AgrariaJKepala Badon 
Pertrmahan Nasitmol Tenfcmg Pelimpahan Kewenangan Pemberian don Pembatalan Keputusan 
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Hak mana terj adi sejak didaftar oJeh Kantor Pertanahan.1 
L
6 

Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan 

jual beli 1 tukar-menukar, penyertaan dalam modal, hibah dan pewarisan. Peralihan 

Hak Guna Bangunan karena jual beli kecuali jual beli melalui lelang, rukar­

menukar, penyertaan dalarn modal, dan hibah hams dilakukan dilakukan dengan 

akta yang dibuat oleh PPAT.117 

Hak Guna Bangunan dapat hapus bilarnana : 

jangka waktunya berakhir; 

dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak 

dipenuhi~ 

dilepaskan oleb pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; 

dicabut untuk: kepentingan umum; 

ditelantarkan; 

tanahnya musnah; 

orang atau badan hukum pemegang hak tidak lagi rnemenuhi syarat sebagai 

subyek hukum pemegang Hak Guna Banganan 1" 

Hak Guna Bangunan diberikan untukjangka waktu tiga puluh tahun dan dapat 

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun. Dalarn hal jangka 

waktu Hak Guna Bangunan dan perpanjangannya berakhir, kepeda bekas 

pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Bangunan diatas tanah 

yang sama. 119 Hak Guna Banganan dimaksud dapa! diperpanjang atau 

diperbaharui atas permobonan pemegang hak jika memenuhi syarat : 

tanahnya masih dipergunakan dengan balk sesuai dengan keadaan, sifat dan 

tujuan pemberian hak tersebut; 

syarat-syarat pemberian hak tcrsebut dipenuhi dengan balk oleh pemegang 

hak; 

Pemberian Hak Atas 1i:mah Negara, Permeneg Agraria!Kepala BPN No. 3 Tabun 1999, pasal4, 9 
dan 13. 

116 Indonesia (e), op.cir., pasal23 ayat (2). 

111 lbid., pasall4. 

nt Indonesia (b}, op.cit .• pasal40. 

119 lndonesia (e), op.cit., pasa125. 
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pemegang hak rnasih memenuhl syarat sebagai pemegang hak sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 19; 

tanah tersebut masih sesuat dengan Rencana Tata Ruang WiJayah yang 

bersangkutan.120 

2.6. Hak Tanggungan 

MemmJt pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala harta 

kekayaan seorang kreditor baik yang berupa benda-benda bergerak maupun 

benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian 

hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya. Selanjutnya menurut pasal 

1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hasil dari penjualan benda-benda 

yaang menjadi kekayaan debitor itu dibagi kepada semua kreditomya secara 

seimbang atau proporsional menurut perbandingan besamya piutang masing­

masing, kecuali apabila dianlara kreditor-kreditor tersebut ada alasan-alasan yang 

sab untuk didabulukan. Yang dimakaud alasan-alasan yang sab untuk didahulukan 

tersebut adalab bila kreditor memegang hak jaminan. Dengan demikian, hak 

jaminan dimakaudkan untuk menjamin utang seorang debitor yang memberikan 

hak utama kepada seorang kreditor tertentu, yaitu pemegang hak jaminan itu 

untuk didabulukan terhadap kreditor-kreditor lain apabila debitor cidera janji. 

Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didabulukan terhadap kreditor-kreditor 

lain disebut kreditor koukuren, sedangkan kreditor yang mempunyai hak untuk 

didahulukan disebut kreditor preferen. 121 

Hak Tanggungan adalah salab satu jenis dari hak jaminan disamping Hipotik, 

Gadai dan Fidusia. Hak Tanggungan hanya menggantikan Hipotik sepanjang yang 

menyangkut tanah saja. Hipotik alas kapal ]aut dan pesawat udara tetap berlaku. 

Dengan demikian, ada bebcrapa jenis hak jaminan dengan nama yang berbeda­

beda, tetapi asas dan ketentuan-ketentuan pokoknya boleh dikatakan sama.12
' 

120 Ibid", pasal26 ayat {1). 

121 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Don 
Masa/all Yang Dihadapi Olefl Perbanka11 (Suatu Kajian Undang-Undtmg Hak Tanggungtm), Ed,2, 
Cet.l, (Bandung: Penerbit Alunmi, 1999), hal. 7-10. 

IU Ibid., ha14.S, 
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Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan Atas Benda Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah. Pasall Undang-Undang tersebut menyebutkan : 

Hak Tanggungan atas tanab beserta benda-benda yang berkaitan dengan 
tanah, yang se1anjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan 
yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok­
Pokok Agraria, berikut atau tidak barikut benda-benda lain yang 
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, 
yang memberikan kcdudakan yang diutamakan kcpada kreditor tertentu 
lerhadap krcditor-kreditor lain; 

Beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan yang termuat di dalam definisi 

tersebut ialah : 

J. Hak Tanggungan adalah hakjaminan untuk pe1unasan utang. 

2. Objek Hak Taoggungan adalah hak alas tanah sesuai Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960. 

3. Hak Tanggungao dcpal dibebaokan alas hak alas taoah berikul benda­

bendalain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. 

4. Utang yang dijamin horus suatu utang tertentu. 

5. Membarikao kadudakan yang diu!anlakan kcpada kreditor tertentu 

terhadap kreditor-kreditor lllin.123 

Asas-asas Hak Tanggungao antara lain : 

I. Hak Tanggungao membarikan kedudukan yang diu!anlakan bagi kreditor 

pemegang Hak Tanggungan. 

Angka 4 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

rnenyebutkan bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak 

Tanggungao berhak menjual melalui pelelangao umum tanah yang 

dijadikan jaminan dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang 

lain. Dalam ilmu hukum asas ini dikenal sebagai droit de preforence. 

Sekalipun pernegang Hak Tanggungan diu!anlakan terhadap hak tagihan 

kreditor-kreditor lain, namWl. terhadap piutang-piutang negaraj pemegang 

Hak Tangungan harus mengalah. 

tl) Ibid., haL ll. 
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2. Hale Tanggungan tidale dapat dibagi-bagi. 

Hal ini berarti Hak: Tanggungan membebani secara utuh objek Hak 

Tanggungan dan setiap bagian daripadanya. Telah dilunasinya sebagian 

dari utang yang dijamin tidale berarti terbebasnya sebagian objek Hale 

Tanggungan dari beban Hale Tanggungan. Hale Tanggungan tetap 

rnernbebani seluruh objek Hale Tanggungan untuk sisa utang yang belum 

dilunasi. 

Sifat tidale dapat dibagi-baginya Hale Tanggungan dapat disimpangi 

oleh para pihale apabila para pihak rnenginginkannya dengan 

mempeljanjikannya dalam Akta Pemberian Hale Tanggungan. 

Penyirnpangan inl banya dapat dilakukan sepanjang : 

a. Hale Tanggungan itu dibebaakan kepada beberapa hak alas tanah; 

b. Pelunasan utang yang dijamin dilakukan dengan cara angsunan 

yang besarnya sarna dengan nilai masing-masing Hale Alas Tanah 

yang merupakan bagian dari objek Hale Tanggungan, yang alean 

dibebaskan dari Hale Tanggungan tersebut, sehingga kemudian 

Hale Tanggungan itu hanya membebani sisa objale Hale 

Tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi. 

Asas inl dilentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nornor 4 Tahun 

1996. 

3. Hale Tanggungan banya dapat dibebankan pada Hale Alas Tanah yang 

telah ada. 

Hale Atas Tanah yang baru alean dipunyai oleh seseorang dikemudian 

hari dan Hale Alas Tanah yang bam alean ada dikemudian hari lidek dapal 

dijamiakan dengan Hale Tanggungan. Asas ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) 

Undang-UndangNomor4 Tahun 1996. 

4. Hale Tanggungan dapat dibebankan selain atas tanahnya juga berikut 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut baik yang Ielah ada 

maupun baru alean ada dikemudian hari. 

Menurut Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996, benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dapat 

dibebani pula dengan Hale Tanggungan itu bukan hanya terbatas benda-
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benda yang merupakan milik pemegang Hak Atas Tanah tetapi juga yang 

bukan dimiliki oleh pemegang Hak Atas Tanah tersebut. 

5. Perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian accessoir. 

Perjanjian Hak Tanggungan tidak berdiri sendiri. artinya merupakan 

suatu perjanjian ikutan dari perjanjian utang piutang. Asas ini diatur dalarn 

butir 8 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. 

6. Hak Tanggungan dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru akan ada. 

Asas ini diatur dalam Pasal 3 ayat (I) Undang-Undang Nomor 4 

Tahunn 19%. 

7. Hak Tanggungan dapat menjamin lebih dan satu utang. 

Ketentuan ini diatur da!am Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 ini. Ketentuan ini membuka kesernpatan bagi kradit sindikasi 

perhankan, yang dalam hal ini seorang debitor memperoleb kradit lebih 

dan satu bank (beberapa kraditor) berdasarkan syarat-syarat dan 

ketentuan-ketentuan yang sama yang dituangkan hanya dalam satu 

perjaqjian kredit saja. 

8. Hak Tanggungan mengikuti objekuya dalam tangan siapapun objek Hak 

Tanggungan itu berada. 

Asas yang dalam ilmu hukrun dikenal sebagai droit de suite ini diatur 

dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang intinya 

menjelaskan bahwa Hak Tanggungan tidak akan berakhir sekalipun objek 

Hak Tanggungan itu beralih kepada pihak lain oleh karena sebab apapun 

juga. Berdasarkan asas ini, pemegang Hak Tanggungan akan selalu dapat 

melaksanakan baknya dalarn tangan siapapun benda itu berpindah. 

9. Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang tertentu. 

Asas yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal II ayat (l) huruf e Undang­

Undang Hak Tanggungan ini menghendaki Hak Tanggungan hanya 

dibebankan atas tanah yang ditentukan secara spesifik. 

10. Hak Tanggungan wajib didaftarkan, 

Pada Hak Tanggungan berlakn asas publisitas atau asas keterbukaan, 

artinya pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor 

Pertanahan oleh PPAT yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan 
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dalam waktu 7 (tujuh) hari kelja sejale aleta ditandatangani. Pendaftaran ini 

merupakan syarat mutlak lahimya Hak Tanggungan. Asas ini diatur dalam 

Pasa113 ayat ( 1) Undang-Undang Hale Tanggungan. 

l L Objek Hak Tanggungan tidale boleh dipeljanjikan untuk dimiliki sendiri 

oleh pemegang Hale Tanggunggan hila debitor ciderajanji. 

Menurut pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan, Hale 

Tanggungan yang diberikan dengan mcmuat janji ini adalab batal demi 

hukum.l24 

Hak Atas Tanab yang dapat dibebard dengan Hak Tanggungan adalab Hale 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Alas Tanah 

Negara.12s 

Hale Tanggungan dapat hapus karena sebab-sebab sebagai bariknt : 

1. Hapusnya utang yang dijarnin dengan Hale Tanggungan; 

2. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleb pemegang Hale Tanggungan; 

3. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleb 

Ketua Pengadilan Negeri; 

4. Hapusnya Hak Atas Tanah yang dibebard Hale Tanggungan; 126 

2. 7. Analisis Kasus 

2.7.1. Kasus Posisi 

Pada tanggal 21 Pebruari 1987, Nyonya X membeli sebidang tanab Hale 

Guna Bangunan dari sebuab Perusabaan Pengembang bern am a PT. A. 

J ual beti berupa tanab kosong, seluas 285 M2 yang merupalean sebagian dari 

bidang tanab seluas 19.970 M2, Sertipikat Hale Guna Bangunan Nomor 

15/Desa Kunciran, terletale di Kabupaten Tangerang (saat ini Kotamadya 

1u Ibid., ha115-46. 

m Indonesia {f), Undang»Undang Tentang Hak Tanggungan At!JS Tanalr Beserra Be"da· 
Benda Yang Berkaita11 Dengan Tanah, UU No.4 Tahun 1996, LN No. 42 TahlU'I 1996, TLN No. 
3632, P"a14 ayat (I) dan (2). 

ll6 Ibid., pasall8 ayat {I). 
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Tangerang) tersebut dilakukan dihadapan seor&ng PPAT di Kotip Tangerang 

dengan Akta Jua1 Be1i tangga1 21 Pebruari 1987 Nomor 

499113/Cipondoh/JB/1987!27 Adapun hingga saat ini jua1 beli tersebut tidak 

pemah terdaftar di Kantor Pertanahan setempat dan Nyonya X tidak pemah 

menerima bukti kepemi1ikan sertipikat Hak Atas Tanah. 

Pada tahun 2005, dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT 

Kotarnadya Tangerang yang berbeda, PT. A menjual kembali tanah Sertipikat 

Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa Kunciran seluas 19.970 M2 tersebut 

kepada PT. C. Pada tahun 2006, Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa 

Kunciran tersebut hapus dan tanahnya jatuh kepada Negara karena jangka 

waktuuya Ielah berakbir dan PT. C tidak pemah merninta perpanjanganjangka 

waktu. Tak 1arua kemudian, PT. C mengajukan kembali permohorum Hak 

Guna Bangunan alas tanah tersebut. Alas permohonan tersebut, Kepa1a Kantor 

Pertanahan Propinsi Banton menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan 

Nomor 4138/Kunciran atas nama PT. C. Saat ini, olah PT. C, tanah Hak Guna 

Bangunan tersebut telah dijaminkan dan dibahani dengan Hak Tanggungan 

pada suatu Bank.128 

Perlu diketahui, kuasa Nyonya X rnenuturkun kepada penulis bahwa 

beliau pemah menanyakan kepada PPAT yang mernbuat Akta J ual Beli an tara 

PT. A dan Nyonya X mengenai alasan Nyonya X tidak pemah mendapatkan 

sertipikat. PPAT tersebut tidak dapat menjawab alasannya secara tegas narnun 

ia mengatakan bahwa Serlipikat beserta Akta JuaJ Beli Ielah discrahkan 

kepada PT. A karena PT. A ingin mengurus sendiri pendaftaran jual beli 

tesebut. 129 Berdasarkan penuturan tersebut dan keterangan yang terdapat 

111 PT.A menjual tanab dengan cara pemisahan, bukan pemooahan. Dari tanab sertipikat Hak 
Guna Bangunan Nomor 15/Desa Kunciran, diambil sebagian untuk dijual kepada Nyonya X. 
Dalarn pemisahan bidang tanah, bidang tanah yang luas d1ambil sebagian yang menjadi satuan 
bidang tanah yang baru. Sedangkan bidang tanah indllknya masib ada dan tidak bembah 
identitasnya kecuali mengenai luas dan batasnya. 
Indonesia {a), op.cft., peojelasan pasal49 ayat ( l ). 

128 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya 
Tangerang tanggal6 Pebruari 2009 Nomor 630.1-490-2009. 

119 Wawancara dengan 1Ua.n Hennanto selaku kuasa dari Nyonya X pada tanggall5 Pebruari 
2009pukull4.00 WIB. 
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dahnn Sural Keterangan Pendaftaron Tanah Nomor 630.1-490-2009. dapat 

disimpulkan bahwa PPAT tersehut mernang rnenyerahkan kembali Akta Jual 

Beli beserta Sertipikat kepada PT. A. 

2.7.2. Tanggung Jawab PPAT Dalam Jual Deli Yang Terjadi Pada Kasus 

NyooyaX. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam suatu perbuatan 

hukum jual be!i, PPAT bertugas membuat Akta Jual Beli dau mendaflarkan 

jual beli yang Ielah dilakukan tersebut ke Kantor Pertanahan. 

a. Tanggung Jawab PPAI dalam M,embuat Akta Jual Beli 

Akta Jual Beli tersebut merupakan dasar pendaftaran jual beli sehingga 

PPAT harus memastikan pembuatan akta dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku agar pendaftaron jual beli tidak ditolak oleh Kantor 

Pertanahan, antara lain dengan memeriksa kebenaran objek jual beli, 

kecakapanlkewenangau subjek hukum penjual dan pembeli serta memastikan 

jual beli memenuhi syarat-syarat, baik yang berlaku urnum maupun yang 

berlaku khusus terhadap objek dan subjek hukum tertentu. 

Seorang PPAT adalah seorang pmfesional yang menerima upah dad 

pembeli dan penjual bukan semata-mata untuk mengkonstantir kehendak para 

pihak dalam Akta Jual Beli, 130 tetapi juga sebagai penegah antara pembeli dan 

penjual untuk mernasrikan mereka tidak melakukan perbuatan curang dan 

melanggar ketentuau. Singkatnya untuk memastikan agar transaksi jual beli 

dapat beljalan lancar sahingga tidak ada pihak yang dirugikan. 

Proses menjadi seorang PP AT tidaklah mudah. Hanya mereka yang telah 

memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dan telah lulus ujian-ujian yang 

diadakan oleh negara yang dapat diangkat menjadi PPAT. Semua ini 

dilakukan pemerinlah untuk memastikan agar PPAT yang diangkat adalah 

PPAT yang berkualitas dan marnpu mengemban tugas yang diberikan negara 

dengan baik. 

Do Akta PPAT t:idak lagi berkadar relaa~· akta tetapi sudah berbobotpartij akta. 
Soedjendro, op.cit., bat 92. 
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Sebagai seorang profesional sudah sepatutnya PPAT mempunyai wawasan 

dan pengetahuan yang luas berkaitan dengan bidang yang digelutinya. 131 

lnilah yang membedakannya dengan masyarakat awam. Karenanya untuk 

menjaga kualitasnya sebagai seorang profesional, PPAT dituntut untuk selalu 

memperdalam pengetahuannya. 

Perbuatan hukum jual beli dan pemberian jarninan Hak Atas Tanah 

merupakan merupakan perbuatan hukum yang paling banyak dilakukan 

masyarakat. Karenanya sudah sepatutnya PPAT mengetahui peraturan­

peraturan berl<aitan dengan hal-hal ini, baik yang berlaku umum maupun 

khusus terhadap objek dan subjek hukum tertentu. Dernikian pula halnya 

dengan PPAT dalam kasus jual beli ini. Sudah sepatutnya ia mengetahui 

tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 yang 

mengharuakan Perusahaan Pengernbang menjual tanah beserta banganan. 

Terlebih lagi pada saat kasus ini terjadi, peraturan tersebut sudah berlaku 

selama sebelas tahun. 

PPAT yang menghadapi kasus penjualan tanah kosong seharusnya 

memberi nasihat agar pembeli dan penjual terlebih dahulu menandatangani 

Pe!janjian Pengikatan Jual Beli, baik yang dibuat dibawah Iangan maupun 

yang dibuat dihadapan No!aris. Setelah banganan selesai dibangun, barulah 

kemudian pembeli dan penjual menandatangani Akta Jual Beli dihadapan 

PPAT. 

Ada beberapa dokumen yang dapat digunakan PPAT untuk memastikan 

diatas tanah tersebut benar telah didirikan bangunan, yakni berupa bukti 

Ill Salah satu ciri kaum pmfesional adalah memillki pengetahuan atau kecakapan ''esoterik" 
(yang hanya diketahui dan dipahami oleb orang-orang tertentu saja) yang tidak dimiliki oleh 
anggota masyarakat lain, 
Sri Rahayu Kuswatiningsih, "lmptementasi Sanksi Etika Ptofesi Terhadap Seorang Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalnm Menjala.nkan Jabatannya," (Tesis Magister Kt:notariatan 
Universitas Indonesia, Depok. Januari 2009), ha1. 4? mcngutip Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum 
(Sociology of Law), diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora, (Jakarta : Rineka Cipta, 1984), lw1. 7. 

Pengemban profesi merupakan kelompok orang atau seseora.og yang membidangi pekerjaan yang 
khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampi1an dan keahHan tinggi guna memenubi 
kebutuhan yang rumit dari manus!a, di dalamnya pemakaian dengan cam yang benar akan 
ketrampilan dan keablian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dirnilikinya pengua:saan pengetabuan 
dengan ruang lingkup yang luas. 
Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, Etika Profesi Hukum (Rekonstruksi Citra Pcradiian di 
Indonesia), Cet 1, (Malang: Bayumedia, 2009), bat 84. 
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pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan surat Izio Mendirikan 

Bangunan (1MB). 

Dalarn praktek, pada saat PPAT akan membuat Akta Jual Beli, PPAT 

meminta agar Perusahaan Pengembang menyerahk:an : bukti keanggotaan 

Real Estate Indonesia (REI), Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya, 

identitas pihak yang mewakili Perseroan. Sertipikat, Peta Situasi, Gambar 

Bangunan, sural Jzin Mendirikan Bangunan (1MB), bnkri Pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB), bnkri pembayaran Pajak Penghasitan."' 

Demikianlah, tindakan PPAT dalarn kasus ini, yang membuat Akta Jual 

Beli atas tanah kosong yang dimitiki oleh Perusahaan Pengembang adalah 

keliru dan dapat mengakibatkan pendatlaran ditolak oleh K:antor Pertanahan. 

Kelalaian dan kekurang hati-hatian PPAT dalam proses pembuatan akta 

dapat mengakibatkan PPAT dikenakan sanksi oleh Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa pencabutan wewenang 

PPAT tersebut untuk membuat akta berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 "'. Selain itu, PPAT dapat pula dituntut di 

muka Pengadilan. Pas•J 1365 Kitab Undang-Undang Hukurn Perdata 

berbunyi "Tiap perbuatan melawan hukurn, yang membawa kerugian kepada 

seorang lain, mewajlbkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian 

itu, mengganti kerugian tersebut". Dan pasal !366 berbwtyi : "Setiap orang 

bertanggungjawab tidak saja uniuk kerugian yang disebabkan karena 

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau 

lrurang hati-hatinya". 

m: Wawancara dengan Ibu Arik.anti Nakakusumah,. SH, PPAT Jakana Barat pada tangsal 
6 April 2009 pukul15.30 WIB. 
Pada masa kasus ini berlaku, belum ada keharusan bagi penjual untuk membayar Pajak 
Penghasilan. 

131 Pasal40 ayat {3) Pemtunm Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 berbunyi; 
"Menteri Agraria dapat mencabut wewenang seorang penjabat untlk membuat akta, j.ika ia tidak 
menyelenggarakan kewajibannya yang tercantum dalam pasal 38. diatas sebagaimana mestinya 
atau jika ia sering menimbulkan keruglnn bagi orang-orang yang minta dibuatkan akta sebagai 
yang di:maksud dalam pasall9 dan 22". 
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b. Mendaftarkan Jual Beli ke Kantor Pertanahan 

Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

menjelaskan bahwa PPAT bertugas mendaftarkan jual beli dengan 

menyerahkan Sertipikat, Alcta Jual Beli dan dokurnen-dokumen pendukung 

lairmya ke Kantor Pertanahan segera setelah penandatanganan akta oleh para 

pihak. Apabila dikehendaki, jual beli dapat pula didaftarkan oleh pembeli 

dengan membawa sendiri sertipikat, Alcta Jual Beli dan dokumen-dokumen 

pendukung lainnya ke Kantor Pertanahan dengan sebelumnya memberi Ianda 

penerimaan kepada PPAT. Peraturan ini adalah peraturan dasar yang diajarkan 

kepada PPAT pada saat duduk di perguroan tinggi program pendidikan 

spesialis notarial atau program pendidikan khusus PPAT. Tujuan peraturan ini 

adalah agar penjual tidak berbuat curang dengan menjua! kembali hak atas 

tanah kepada pihak lain. Hal ini dapat teJjadi, sebab selama jual beli belum 

didaftarkan, masyarakat umum tidak akan mengetahui bahwa jual beli telah 

dilakakan. 

Alas dasar tersebut, jelaslah bahwa PPAT dalarn kasus ini te!ah 

melakukan perbuatan melawan hukum karena meakipun ia telah mengetahui 

bahwa perbuatannya tersebut dapat merugikan Nyunya X, ia tetap 

menyerahkan Sertipikat, Alcta Jual Beli dan dokumen-dokumen pendukung 

lainnya kepada PT. A untuk didaftarkan. 

Pada akhimya, karena jual beli tidak pemah didaftarkan di Kantor 

Pertanahan, hal ini memberi kesernpatan kepada PT. A untuk menjual kembali 

objekjual beli kepada pihak lain (PT. C), yang turut dirugikan karena sebab­

sebab yang akan dijelaskan dibawah inl. 

Jual beli sah apabila memenuhi syarat-syarat materiil yaitu : 

1. Penjual berhak menjual tanab yang bersangkutan. 

2. Pembeli bemak membeli tanah yang bersangkutan. 

3. Tanah hak yang bersangkutan bolah dipeJjualbelikan menurut hukum. 

4. Tanah hak yang bersangkutan tidak dalam senglceta.13' 

Jual beli yang teJjadi antara PT. A dan PT. C alas tanah Hak Guna 

Bangunan Nomor J 5/Desa Kunciran, yang didalamnya termasuk tanah seluas 

134 Hutagalung et a!., op.cit. , hal. 75-76. 
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285 meter persegi, yang telah dijual oleh PT. A kepada Nyonya X dengan 

Akta Jual Beli Nomor 499/13/Cipondoh/JB/!987 (selanjutnya disebut 

TANAH X) adalah tidak sah sepanjang mengenai TANAH X, sebab jual beli 

tidak memenuhi salah satu syarat rnateriil yakni penjual (PT. A) bukanlah 

pihak yang berhak untuk menjual tanah. Hal ini karena PT. A bukanlah 

pemegang hak atas tanah yang sebenamya. 

Menurut Hukum Tanah Nasiona! bukan pendaftaran tapi sahnya perbuatan 

hukum yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada 

pembeli."' Jual beli antara PT. A dan PT. C sepanjang mengenai TANAH X 

adalah tidak sah, sehingga meskipun TANAH X Ielah terdaftar atas nama 

PT. C, hal ini tidak membuat PT. C menjadi pernegang hak yang sah atas 

TANAHX. 

Alas perbuatannya yang Ielah merngikan Nyonya X dan PT. C ini, PPAT 

dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan wewenang untuk mernbuat akta 

olah Menteri Negara Agraria!Kepala Badan Pertanahan Nasional"6• Selain 

itu, ia juga dapat dituntut di Pengadilan Negeri baik secara perdata alas dasar 

perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang 

Hulrum Perdata, dan dituntut secara pidana alas dasar kejahatan jabatan 

berdasarkan pasal 415 dan paso! 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana137
• 

us Indonesia menganut slstem publikasi negatif dengan unsur positif. Dalam sistem publikasi 
negatif, negara sebagai pendaftar tidak menjarnin bahwa orang yang terdaftar sebagai pemcgang 
hak benar-benar orang yang berhak karena menurut sistem ini bukan pendaftamn tap.i sahnya 
perbuatan hukum yang dila.kukan yang menentukan betpindahnya bak kepada pembelL 

1* Indonesia (d), op.cit, pasal40 ayat (3). 

137 Pasal415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: 
Setiap pejabat atau orang lain yang di.tugaskan menjalankan suatu jabatan umum 
tems-menerus atau uotuk sementara waktu, yang dengan .sengaja menggelapkan 
uang atau surat berha.rga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang 
atau surat berharga itu diambil atau digclapkan oleh orang lain, atau menolong 
sebagai pembantu dalam meiakukan perbuatan tersebut, diaru:am dengan pidana 
penjara paling laJllll tujuh tahun, 

Pasal417 Kitab Undang-Undang Hukum Pi dana berbunyi : 
Setiap pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjatankan suatu jabatan umum 
terus-menerus atau untu.k sementara waktu, yang sengaja menggelapkan, 
menghancurkan. me.rusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang·barang yang 
diperuntukkan guna menyakinka.n atau mcmbuktikan di muka penguasa yang 
berwenang. akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena 
jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, 
mcrusakkan atau membilin tak dapat dipaka! barang-barang itu, atau menolong 
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2.7.3. Kedudukan Dan Hak-Hak Nyonya X Terhadap Tanabnya Ditinjau 

Dari Segi Hokum Tanah. 

Jual beli dalarn konsepsi hukum adat adalab suatu perbuatan hukum yang 

bersifat terang dan tunaL Terang artinya perbuatan hukum tesebut dibuat 

dihadapan p<tiabat yang berwenang (PPAT). Sedang tunai artinya dengan 

dibayamya harga jual be!i, maka seketika itu pula hak alas tanab bera!ih dari 

penjua! kepada pembeli. 

Keputusan Mabkarnab Agung Nomor 123/K/SJP/1970 "' menegaskan 

pelaksanaanjual beli tanab menurut Hukum Tanab Positif, yakni babwa: 

1. Jua! beli atau pemindaban hak bersifat tunaL 

2. Sahuya jual beli ditentukan oleh syarat materiil jual beli bukan oleh 

dilakukannyajual beli dihadapan PPAT. 

3. Perbuatanjual beli dihadapan PPAT hanya syarat untuk pendaftaranjual 

beli di Kantor Pertanaban yang bersifat administratifbelaka . .,. 

Dari Keputusan Mabkamab Agung tersebut, dapat disimpulkan babwa jual 

beli antara PT. A dan Nyonya X adalab sah karena jual beli telab berlangsung 

secara tunai. Selain itu, juga karena jual beli telab memenuhi syarat-syarat 

materiil sebagai berikut : 

I. Penjual berhak menjual tanab yang bersangkutan. 

2. Pembeli berhak membeli tanab yang bernangkutan. 

3. Tanab hak yang bersangkutan boleh dipe!jualbelikan menurut hukum. 

4. Tanab hak yang bersangkutan tidak dalam sengketa.'" 

Sehnya jual beli menyebabkan TANAH X beralih kepada Nyonya X, meskipun 

peralihan tersebut tidak sempuma sebab peralihan tanab tanpa bangunan tidak 

dapat didaftarkan di Kantor Pertanaban. 

sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun enam bulan. 

m Keputusan Mahkamah Agung ini adalah keputusan atas suatu kasus hibah tanah d.i Bali 
pada tahun 1964 yang dilakukan di depanBandesa (Wakil Kepala Desa). 

ll? Hutagalung et. al., op.cft. , haL 75-76. 

!4¢ Ibid 
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Pada tahun 2005, PT. A melakukan perbuatan melawan hukum dengan 

menjual kembali tanah Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa Kunciran. yang 

didalamnya iennasuk T ANAH X. Jual beli antara PT. A dan PT. C ini adalah 

tidak sah dan karenanya baial sepanjang mengenai TANAH X karena tidak 

memenuhi salah satu syarat materiil jual beli yaitu penjual bukanlah pihak yang 

berhak untuk menjual tanah. 

Dengan batalnya jual beli ini, maka batal pula tanah Hak Guna Bangunan 

Nomor 4138/Kunciran, sepanjang mengenai TANAH X, yang diperoleh PT. C 

berdasarkan hak prioritas dalarn pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

1996. 

Indonesia menganut sistem publikasi negatif dengan unsur positif. Dalam 

sistem publikasi negatif, negara sebagai pendaftar tidak: menjamin bahwa orang 

yang terdaftar sebagai pemegang hak benar-benar orang yang berhak karena 

menurut sistem ini bukan pendaftaran tapi sahnya perbuatan hukum yang 

dilakukan yang menentukan berpindahnya bak kepada pembelL 141 Jual beli yang 

sah menurut Hukum Tanab Nasional adalah jual beli antara PT. A dan Nyonya X, 

maka yang berhak atas TANAH X adalah Nyonya X. Oleh sehab itu, yang berhak 

atas hak prioritas T ANAH X seharusnya adalab juga Nyonya X, bukan PT. C. 

Atas dasar hak prioritas ini sehl!1'1lS!lya Nyonya X dapat mendaftarkan TANAH X 

kepada Kantor Pertanaban sete!ah ia melaknkan pernbangunan diatas tanab 

tersebut. Narnun karena T ANAH X Ielah dibebaukan dengan Hak Tanggungan 

pada suatu Bauk, maka meskipun Nyonya X mendapatkan Hak Alas Tanalmya 

kembali, Hak Tanggungan letap melekat pada T ANAH X. Hal ini berdasarkan 

ketentuan babwa Hak Tanggungan mengikuti objeknya dalarn Iangan siapapun 

objek Hak Tanggw>gan berada (asas droit de suite) yang diatur dalarn Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 4 Tabun !996. 

141 Hal ini karena sistem publikasi negatlfmenganut azas 11emo plus juris, dimana orang tidak 
dapat men}-rrahkan atau memindahkan hak melebihi apa yang dia sendiri P'JnyaL 
Harsono, op.:cit., haL 81~82. 
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Dari seluruh pembahasan dalant tesis ini. dapat ditarik beberapa kesimpulan : 

1. PPAT dalam kasus ini bertanggungjawab penuh sebab kesalabannya dalam 

melaksanakan tugas telab menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak terkait. 

Seorang PPAT seharusnya tidak semata-mata membuat akta, akan tetapi ia 

harus memastikan perbuatan hukum yang dibuktikan dengan aktanya sampai 

dengan pendaftaran perbuatan hukum tersebut telab memenuhi ketentuan 

hukum yang berlaku. Atas kesalahannya, PPAT dapat dikenakan sanksi 

administratif berupa peneabutan wewenang untuk membuat akta oleh Menteri 

Negara Agraria!Kepala Badan Pertanaban Nasional, sanksi perdata alas dasar 

perbuatan meJawan hukum ataupun san.ksi pidana atas dasar kejahatan 

jabatan. 

2. Indonesia menganut sistem publikasi negatif dengan unsur positif. Dalam 

sistem publikasi negatif, negara sebagai pendaftar tidak menjarnin bahwa 

orang yang terdaftar sebagai pemegang bak benar-benar orang yang berhak 

karena menurut sistem ini bukan pendaftaran Japi sahnya perbuatan hukum 

yang dilakukan yang menentukan berpindahnya bak kepada pembeli. Jual beli 

antara PT.A kepada Nyonya X adalab sah, sehingga Nyonya X berhak atas 

T ANAH X dan karenanya berhak pula alas bak priori las untuk pernbaharuan 

Hak Guna Bangunan atas TANAH X yang telab berakhir jangka waktunya. 

Dengan hak prioritas ini, Nyonya X dapat mendaftarkan TANAH X ke Kantor 

Pertanahan setelah ia melakukan pembangunan diatas tanah tersebut. Meski 

demiltian, Hak Tanggungan yang ada tetap melekat pada TANAH X karena 

pada Hak Tanggungan lierlaku asas droit de suite yaitu Hak Tanggungan 

mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek Hak Tanggungan berada. 
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3.2. Saran 

l. PP AT ada lab seorang profesionat, yang mempunyai tanggung j awab terhadap 

masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, seonmg PPAT harus memberikan 

pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan tuntutan profesinya. PPAT 

janganlah hanya bertindak semata-mata sebagai petugas pembuat akta, akan 

tetapi ia juga harus memberikan saran dan menghimbau kliennya agar 

melakukan hal-hal yang diperlukan guna memenuhi ketentuan-kctentuan 

hukum yang berlaku. PPAT juga harus mempunyai kemandirian moral agar 

tidak mudab terpengarub oleh pandangan materialisme yang dapat 

menyebabkan PPAT mudab dibujuk oleh pihak-pihak tertentu untuk 

melakukan pelanggarnn hukum. Singkatnya, seorang PPAT wajib senantiasa 

bertindak sesuai peraturan, bersikap teliti dan berhati-hati dalam 

melaksanakan tugasnya sebab pelanggaran ataupun kelalaian yang dilakukan 

olab PPAT dapat merugikan masyarakat pengguna jasa PPAT, pihak lain dan 

dirinya sendiri karena sanksi-sanksi hukum yang akan dihadapinya. 

2. Penulis menyara.nkan agar i~tansi-instansi terk:ait menerapkan sanksi yang 

keras kepada Perusabaan Pengernbang maupun PPAT yang melakukan 

perbuatan melawan hukum, dengan tujuan tidak hanya untuk menghukum 

mereka yang melakukan pelanggaran tersebut, tetapi juga untuk menderong 

agar Pen.tsahaan Pengembang maupun PPA T lainnya mematuhi peraturan 

yang berlaku. 

3. Pemerintah mengharuakan Perusabaan Pengembang menjual tanab beserta 

bangunan, Namun hingga saat ini, tidak ada standarisasi mengenai 

definisi ''bangunan" sehingga rnasing-masing Kantor Pertanahan menetapkan 

kriteria yang berbeda mengenai apa yang disebut "bangunan". Sebagian 

Kantor Pertanaban menganggap babwa fondasi telab dapat dikategorikan 

sebagai ~'bangunan", sedan glean sebagian 1ainnya mengangggap baru dapat 

dikategorikan sebagai ~'bangunan .. apabila pembangunan telah dilaksanak:an 

sampai mencapai atap. 01eh sebab itu demi kepastian hukum, penulis 
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mcnyarankan agar Badan Pertanahan Nasionaf membuat suatu peraturan yang 

mengatur definisi "bangunan". 

Universlta$ lndonesla 

Akibat Hukum..., Elina Kartini, FH UI, 2009



DAFT AR PUS TAKA 

I. Petaturan Perundang-u.ndangau 

Indonesia, Undang-Undang Temang Peraturau Dosar Pokok-Pokok Agraria. 

UU No.5 Tahun 1960. LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043. 

Undang-Undang Temang Perumahm: dan Permukiman, UU No. 4 

Tahun 1992. LN No. 23 Tahun 1992, TLN No. 3469. 

____ .. Undang~Undang Telllang Hak Tauggtmgcm Alas Tcmah Besena 

Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanalr. UU No.4 Tahun 1996. LN 

No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632. 

----· Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 8 Tahun 

1999. LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821. 

----· Peraturan Pemerintah Tentang Pe-ndafiaran Tanah. PP No. !0 Tahun 

1961. LN No. 28 Tahun 1961, TLN No. 2171. 

--·--· Peraturan Pemer~lllah Tentang Pendafiaran Tanah. PP No. 24 Tahun 

1997. LNNo. 59Tahun 1997, TLNNo. 3696. 

----- Peratura11 Pemerintah Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, dan Hak Pakai Alas Tanah. PP. No. 40 Tahun 1996. LN No. 58 

Tahun 1996, TLN No. 3643. 

---·· Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah. PP No. 37 Tahun 1998. LN No. 52 Tahun 1998, TLN No. 

3746. 

Kementrian Agraria. Peraturan Menten' Agraria Tentang Penunjukan Pejabat 

Ya1tg Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.JO Tahun 

1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak dan Kewajibannya. Pennen 

Agraria No. 10 Tahun 1%1. TLN No. 2344. 

Kementrian Negara Agraria. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturau 

Pemerimah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Penneneg 

Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun !997. 

Universitas fndonesla 

Akibat Hukum..., Elina Kartini, FH UI, 2009



65 

___ . Peraturan Menteri Negara Agrarla/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional TeJJ/ang Izin Lokasl, Permeneg Agraria!Kepala BPN No. 2 Tahun 

1999. 

___ . Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Temang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Talmn 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabac Pembuat Akta Tanah. Peraturan Kepala BPN No. 

t Tahun 2006. 

___ . Jnstruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 5 Tahun 1998 Teruang Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka 

Penataan Penguasaan Tanah Simla Besar. Inmeneg No.5 Tahun 1998. 

Kementrian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Ketentuan­

Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan 

Perusahaan. Pennendagri No.5 Tahun 1974. LN No. 38 Tahun 1974. 

---~· Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyediaan Dan Pemberian 

Hak Alas Tanah Untuk Keperluan Perusahrum Pembangunan Perumahan. 

Permendagri No.3 Tahun 1987. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diteljemahkan o1eh 

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,Cet. 28. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjernahkan oleh Moeljatno. Cet.l9, 

Jakarta: Bumi Aksara, 1996. 

2. Buku 

Effendi, Bachtiar. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan 

Pelaksanaannya. Edisi 2. Cet.l. Bandung: Penerbit Alumni, 1993. 

Gautama, Sudargo dan Eilyda T. Soetijarto. Taftiran Undang-Undang Pokok 

Agraria (1960) dan Peraturan-Pera/flran Pe/aksanaannya (1996). Cet.IO. 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997. 

Hadikusuma, H. Hilman. Hukum Perjanjian Adat. Cet. 4. Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti, 1990. 

Hamzah, Andi; I Wayan Suandra; dan B.A.Manalu. Dasar~Dasar Hukum 

Perumahan. Cet.4. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006. 

Universitas lndonesJa 

Akibat Hukum..., Elina Kartini, FH UI, 2009



65 

___ . Peraturan Menteri Negara AgrariaJKepaia Badan Pertanahan 

Nasionai Tentang lzin LokasL Penneneg Agraria!Kepala BPN No. 2 Tahun 

1999. 

___ . Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Petnerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peraturan Kepala BPN No. 

1 Tahun 2006. 

---·· Instruksi Menteri Negara Agraria!Kepala Badan Pertanahan Nasiona! 

Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pemberian lzi11 Lokasi Dalam Rangka 

Penataart Penguasaan Tanah Skala Besar. Inmeneg No. 5 Tahun 1998. 

Kementrian DaJam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Ketentuan~ 

Ke!entuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan 

Perusa!raan. Permendagri No. 5 Tahun 1974. LN No. 38 Tahun 1974. 

____ . Peraturan Menteri Dahun Negeri Tentang Penyediaan Dan Pemberian 

Hak Atas Tanab Untuk Keperluan Perusahaan Pernbangunan Perumaban. 

Pennendagri No.3 Tabun 1987. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burger/ijk Wetboek), ditetjernahkan oleh 

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,Cet. 28. Jakarta: PradnyaParamita, 1996. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Moeljatno. Cet.l9, 

Jakarta: Bumi Aksara, 1996. 

2. Buku 

Effendi, Bacbtiar. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan 

Pe/aksanaannya. Edisi 2. Cet.l. Bandung: Penerbit Alumni, 1993. 

Gautama, Sudargu dan Ellyda T. Soetijarto. Tafsiran Undang-Undang Pokok 

Agraria (1960) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya (1996). Cet.IO. 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, !997. 

Hadikusuma, H. Hibnan. Hukum Peljanjian Adat. Cet. 4. Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti, 1990. 

Hamzab, Andi; I Wayan Suandra; dan B.A.Manalu. Dasar-Dasar Hukum 

Perumahan. Cet.4. Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2006. 

Universitas Indonesia 

Akibat Hukum..., Elina Kartini, FH UI, 2009



66 

Harsonc, Boedi. Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan 

Tanah. Cet.l7. Jakarta: Djambatan, 2006. 

___ . Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undtmg-Undaug 

PokokAgraria,lsi dan Peiaksanaannya. CeUO. Jakarta: Djambatan, 2005. 

Hutagalung, Arie Sukanti. Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi 

(Suatu Kumpulan Karangan). Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, 1999. 

___ . Condominium Dan Perrnasalahcmnya Cet3. Jakarta : Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003. 

___ . Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Jakarta 

Lernbaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005. 

Hutagalung, Arie Sukanti et.aL, Al;as-Asas Hukum Agraria, Ed. Rev. Jakarta : 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. 

Marajo, Yose Rizal Sidi. Aneku Konsep Sural Peljanjian dan Kontrak. BandiUlg : 

CV Pustaka Setia, 1996. 

Muljadi, Kartini dan Gllllawan Widjaja Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak-hak 

Alas Tanah. Cet.2. Jakarta: Prenada Media, 2004. 

Parlindungan, A,P. Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Penjabat 

Pembuat Akta Tanah. Bandung: Penerbit Alwnni, !985. 

Santoso, Urip. Hukum Agraria & Hak-Hak Aws Tanah. Cet.2. Jakarta : Kencana, 

2006. 

Sjahdcini, Sutan Remy. Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Dan Masalah Yang Dihadapi 0/eh Perbankun (Suatu Kajian Mengenai 

Undang-Undang Hak Tanggungan). Ed.2.Cet.l. Bandung: Penerbit Alunmi, 

1999. 

Soedjendro, J. Kartini. Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi 

Konjlik. Yogyakarta: Kanisius, 2001. 

Soekanto~ Soerjono. Pengantar Penelitiah Hukum. Jakarta : UI-Press. 2007, 

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Cet.4. Jakarta : 

Rajawali Pers, 1995. 

Subekti, R. Pokak-PokokHukum Perdata. Cet.24. Jakarta: lntermasa, 1992. 

--~· Aneka Perjanjian. Cet.!O. Bandung: PT. Grafindo Persada, 2003. 

Universitas Indonesia 

Akibat Hukum..., Elina Kartini, FH UI, 2009



67 

Sumardjono, Maria S.W., Kebi-Jakan Pertanahan Antara Regulasi dan 

fmplementasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas1 2005. 

Supriadi. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. 

Wahid, Abdul dan Mob. Muhibbin. Etika Profesi Hukum (Rekoustruksi Citra 

Peradilan di Indonesia). Cet. 1. Malang: Bayumedia, 2009. 

\Vidjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. Serf Hukum Perikatan : Jual Beli. Cet.l. 

Jakarta :PT. Grafindo Persada, 2003. 

3. Artikel Internet 

Marta, M. Fajar. "Waspadai Kredit Mace! Properti." 

<http:Uwww.kompas.com/read/xml/2008/09/18!08593983/waspadai.kredit. 

macet.properti>. 18 September 2008. 

Rubiantoro, Y ohan, ct. at " Prospek Properti 2009 Belum Terlalu Cerah." 

<http:/lwww.kompas.comlread/xml/2009/0I/09/12112489/prospek.properti. 

2009. belum.terlalu.cerah>. 9 Januari 2009. 

Simanungkalit, Panangian. "Bisnis Properti Sudah Kebal Krisis." 

<http://www.kompas.com/read!xml/2008/l 0/23/1 0373152/bisnis.properti.su 

dah.kebal.krisis>, 23 Oktober 2008. 

XVD. "Meski Melambat, Properti Nasional Tumbuh," <http://www.kompas.com/ 

readlxml/2008/11/05/2028191 0/meslti.melambat.propgti.nasional.tumbub>. 

5 Nopember 2008. 

4. Tesis 

Kuswatiningsih, Sri Rahayu. "lmplementasi Sanksi Etika Profusi Terhadap 

Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menjalankan 

Jahatannya/' Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 

Januari 2009. 

Sinaga, Sabat H. M. Tua. "Larangan Badan Usaha Pengembang Perumahan dan 

Permukiman Menjual Tanah Tanpa Bangunan Berkaitan Dengan Pencatatan 

Peralihan Hale Dalarn Sertipikat Tanda Bukti Hale Atas Tanah." Tesis 

Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2006 .. 

Universitas Indonesia 

Akibat Hukum..., Elina Kartini, FH UI, 2009



Mengenai 

Tanah hak 

Nomor 

tncto tangoal­
! l!ktabar 1!185 :JB!OI' I .,,... ____ _ 

1.291/DJA/'i9BS. 

:Juol - belt 
: Gu.UP ... I!nnQU.tllln 
; \,\i/Q.I'.\\!!. .. l\ll.l!Plren. ~ 

AKTA JUH-Ull 
No. ~.9.?.'..1.3.!.~.1r~.~~~.~ 1% 1.!81 ·-

• 
Pada hari ini, hari ... Jt~§!.Y ........ ttutl!:ll~l .. ~l .. ~-J~~9RUAR:t triJ~ .... 

datang menghadap kepada kami _ 
_<4mat,..L:f'!!a..l\tila¥.ab.~awn' =~.~~-~!!~ ... !.t .. ~.~~.Q~.~.!!!'.q~: ...... 1 ) 

oleh Menteri Dalam Negert dengan surat~keputusannya 

' I 

~ 
I. .... Llhe.t hal-amen t.mnbetusn. .. .. - .... - ......................... ..-...... , > . ........................................................ ., .. ' .......... ~ ................ ~ .... ..-; ............. . 

................................................................................. "' ... lo't!~ ....................... 1:) 
.,.., • . 2.) ...................................................................... .:.-~-..... , ........................... .. 

.,-' 1:) ...................................................... ;;;";~f'. ............................................... 2) 

..... \ .......................................... .;..,...f': .......................................................... . 
...... 2) ..................................... ?r.' ....... ' ................ " .. ' ................. ' ............... ~, .... .. 

,, ' 2.) .............................. ,. .............................................................................. .. 
.,,..,. 2) ................... ., .......................................................... , .............................. .. 

~"" • 2) 

-;1=::·;:::::·.:;::.::.::::::.:.::·.:::::::::.::~:·;:.::;:.;:::;:;;~:;:::-;::·;:.:.::;::. 2) 
.. 'I''" ............ ' .................... " ..... ' ............ ' ................ ' .... ,. .......... ., .............. .. 

II. 

• ................................................... ~ ................ ,._ ................................ "' l~ 
... ~ .. ., l) 

.................................................... , .. tt ..................................................... . 
.,.,. ... ,..- l) ............................... ;,: ..... 'i'l··· ......................................................... ,. ••• .,,,,, .. . ,..,.. ... ,. ;) ............. .,, ......................... _,,,,,"'''"'"""'"'""'"""'""'"""""""''"""""'''''" 

-~~~--··----·--------·----~----.----------*-•2) ... ~;;-................................ ' ..... ' ......................................... ' .... ' ................ . 
selaQjutnya disebut ~mbeli ; 

Para ...... ,. ......... 

··- -·--
Akibat Hukum..., Elina Kartini, FH UI, 2009



. . . ' . . . ' " . 
' 

- 2 • 

' . . ' .. '. 
. . . . . 
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sebagai sa"ksi-43ksi dan setelah dibac:lilkan dan dimana peii.u dijelaskan" oleh 
kami, maka kemJJdian akta ini dibubuhi tanda.tangan/cap.jempol 1) oleb para 
penghadap, saksi-saks! dan kami, penjabat pef!!buat akta tanah. 

Penjua1. PembeU, 

ttd.- ttd.-

'' ) 
' 

· Saloli_,ksi : 
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Saksi-saksi 

I. ttd.-

<li!~I!Y.Ill?.t!:l.!\!l!?.i!8.o.!!!!lt!!l l 

2. ttd.-

(UniMml. .. II.\UU.l\H:tiL .... ) 

KETERANGAN: 

I) Yang tidak perlu dicoret. 

« 4- -ASLl akta ini telah ditanda­
tangani dengan sempurna. ---­
-Diberikan sebagai aal1nan -­

yang sama bunvinya. ~~-----­

.~~rnbuat Ak!a Tanah, 

I 

FEB 1967 

' ' 

2) Diisi nama, umur, kewarga~garaan, pekerjaan, tempat tinggal. perijual/ 
pembeli serta jika bersuarni sebutkan ju~a keterangan~keterangan me-­
ngenai s.uaminya, 

·3) Hanya dilsi bila tanahnya belum diuraikan da!am suatu surat u'kur. 
-4) Ji.ka tidak dilngini~ -k:eterangan pasal ini dapat dicoret/dipnti. 
S) Ruangan koSong ini dapat dipergunakan untuk Syarat-syarat Jain, yang 

dipandane; perlu oleh kedua belah pihak. Bilamana tldak dipergunakan 
harus dicoret (Z). 

6) Diisi nama. pekerjaan, dan tempat tinggal para saksi. 

! 
I 
I 

' .. • 

.. 
• ,, ' 
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BAD AN PERTANAHAN NASIONAL 
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG 

Jt Perintis Ke;nerdeko.a:n Kov. 5 Te!p. 5523272 Kotak Pas 
TANGERANG 

SURAT KETERAHGAN PENDA~TARAN TANAH 
NO. 630.1 - .l(p - 2009 

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tang6rang menerangkan bahwa 

1. Sebidang tanah terletak di 
Jalan 
N l ~ 
Desa/Kalurahan 
Kecamatan 
Luas, 

· GS~Ho 

Kunciran 
Cipondoh (Sekarang Kec. Pinang) 
19.970 M2 
7457/Tanggal 22-07-1986 

Berdasarkan Dokumen Pendaftl.lran Tanah yang ada pada Kantor kami .. 
bidang tanah tersebut sudah diterbitkan sertipi~a~ dengan : 

Atas Nama 

Janis dan Nomor Hak 
Luas 
Berakhirnya ~ak 

2. Catatan : 

' ' ' 

PT.A 
(Ber~edudukan di Jakarta) 
Aak Guna 8angunan No. 15 
19.970 M2 
24-()7-2006 

Sertipikat HGB.~-15/kunciran pada tanggal ()9-06-2006 beralih 
haknya dari PT. · Kepada Pl'. C · 

barke udukan di Jakarta bE)rdasarkan Akta .Jt.,Uill Beli 
tgl.2B-12-2005 Mo.l27/2005-dihadapan Nanny Sri Wardani~ SH 

"i'-ejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah t\Ota Iangarang .. 
- Pada tanggal 28-0$~2007 HGB.NO~l5/Kunc ran tH.tP\.1$ karena telah 

berakhi r haknya dan menjadi tamah yaoo dikuasai langs.ung_ oleh 
Negara~ Berdasarkan Surat Keputusan Kakan~il BPN Prop1nsi Banten 
tgl.23-11-2006 How134-550-2-28-2006.( Diberikan Hak Guna Bangu~n 
kepada PT~ C - Barkedudukan di Jakarta) 
selanjutnya mert,ladi HGS.No.413B/Kunc!ran _su. Mo.ll/07-02-2007 

~
as ' 19.970 >12 yang t<>rcatat atas nama PT. C · 

Serkadudukan di 4ak~rtaJ. 
hwa HGlB.No.41:S8tl(unciran masitt dibebani Hak Tangguogao 

Peringkat I (Pertama) pada PT. BANK CENTURY Tbk flerkeOudukan 
d1 Jakarta sebesar Rp .. 7.400.000.000~- Sertipikat Hak Tanggungan 
Ho.4ll0/2007 oada tanggal 24-09-20v7. 
Pada tanggal 28-03-2008 Santi Nama dari PT _ C ·. . _ 
Jten.Jadi PI. b · · # Tbk Berl<edudukan di Jakarta 
ber&sarkan Pernyataan KeP.Y.tusan Rapat . Umum Luai"' Sia$3 Para 
P .. magang Saj>a,. PT ,C" . "". " " tg~.23-0B-2007 Hp.24 
di.hadapan t'bsahardl. Wilamarta, SH Notaris O:t. J'akartat disahkan 
Hanteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ·Republik Indones1a tan.ggal 
27 Agustus 2007 No.W.7-09419~HT.Ol.04.TH.2007 y 
Asli Sel'"tipik!'lt HG6~No.4138/Kunci.ran tidal-.;. dilampirkan dalam 
permohonan in1.. · 

3. Surat Keterangan 
pet'"mohonan 

Nama 
IIIK 
Peker.1aan 
Alamat 

Ditnohon untuk 

Pendaftaran Tanah 

. . I:IERMANTO 

ini di terbi tkan atas 

4 .. surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini .. 8UKAN HERUPAKAN TAHDA 
BUKTI HAK ATA$ TANAH ,... • 

lange rang 
t> Pebruari 2009 

DAN 

SH 

044 
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